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KATA PENGANTAR

JIAN INSTITUTE

POLICY RESEARCH

Update Indonesia edisi Januari 2020 mengangkat laporan utama mengenai
musibah banjir yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,
Bekasi (Jabodetabek) pada saat malam pergantian tahun yang lalu.
Kerentanan tehadap dampak kesehatan fisik dan psikososial dari bencana
banjir membutuhkan strategi-strategi penanganan yang tepat oleh para
pemangku kepentingan.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia kali ini membahas tentang kebijakan
moneter yang merespon ketidakpastian global akibat eskalasi konflik
perdagangan yang terus berlanjut dan semakin meluas. Pemangkasan suku
bunga acuan nyatanya belum direspon sebanding oleh perbankan nasional.
Akibatnya, dikotomi antara sektor moneter dan sektor riil bakal senantiasa
terjadi, suku bunga acuan telah turun, tetapi sektor riil tetap saja tidak
bergerak. Selain itu, kami juga membahas tentang Anggaran Penerimaan
dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 yang mendapatkan sorotan banyak
pihak. APBN tahun 2019 kembali mengalami shortfall. Akibatnya, shortfall
juga terjadi pada pajak dan berimplikasi pada defisit anggaran.

Di bidang hukum, kami membahas tentang skandal Jiwasraya. Skandal ini
menyebabkan kerugian negara akibat kasus gagal bayar perusahaan asuransi
asal Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Pasalnya, jumlah kerugian yang dicapai tidak tanggung-tanggung, yakni
menyentuh angka Rpl3,7 triliun per bulan Agustus 2019, melebihi kasus-
kasus BUMN lainnya. Selain itu, kami juga membahas tentang jabatan dan
profesi ganda Pimpinan Ketua KPK. Topik lain yang tidak kalah menariknya
adalah mengenai hukum adat dan konteks RUU KUHP.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang sengketa Natuna
antara Indonesia-China dari sisi politik dalam negeri dan luar negeri.
Selain itu, kami membahas tentang rencana Presiden Joko Widodo untuk
penyederhanaan birokrasi dengan pemangkasan eselon. Masih soal banjir,
dari aspek politik, kami juga membahas tentang perbincangan banjir Jakarta
di media sosial.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang kenaikan
iuran BPJS Kesehatan yang harus diikuti oleh pembenahan di internal
BPJS Kesehatan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena kunci
pembenahan penyelenggaraan BPJS Kesehatan hanya dapat terjadi jika
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terjadi pembenahan internal pihak BPJS Kesehatan secara tepat
dan terus berkelanjutan.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual
diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di
lembaga pemerintah maupun bisnis — juga kalangan akademik,
think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun
luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis
kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun
hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik
di Indonesia

Selamat membaca.
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Banjir Jakarta 2020: Dampak Kesehatan Fisik
dan Psikososial

Warga DKI Jakarta dan sekitarnya dikejutkan oleh banjir besar
pada malam pergantian tahun baru lalu (I/1). Per tanggal 3 Januari,
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa
banjir melanda daerah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dengan
jumlah titik banjir mencapai 182 titik dan jumlah pengungsi mencapai
397.171 jiwa. Kemudian, data terbaru per tanggal 10 Januari, jumlah
korban meninggal mencapai 61 orang.

Berbagai perbincangan mengenai sebab musabab banjir begitu
mencuat. Banjir besar yang banyak merenggut korban jiwa sejak
tahun 2007 tersebut, pada dasarnya dipengaruhi oleh curah hujan
ekstrem. Per tanggal | Januari, intensitas curah hujan bahkan
mencapai 377 mm/hari di Halim Perdanakusuma, 355 mm/hari
di Taman Mini dan 259 mm/hari di Jatiasih (Tirto, 7/1). Cuaca
hujan ekstrem tersebut kemudian diperburuk dengan minimnya
resapan air dan ruang terbuka hijau (RTB), drainase yang buruk dan
fenomena penurunan tanah yang tidak dapat dihindari.

Banjir dengan ketinggian 20 cm sampai 2 meter tersebut
menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Berkaca dari wilayah
terdampak dan jumlah pengungsi, kerugian tersebut dapat dilihat
dari adanya kerusakan pada sektor perumahan, infrastruktur,
ekonomi produktif, sarana dan prasarana sosial, serta kerusakan
pada fasilitas lainnya (Bisnis.com, 2/I). Apalagi, level risiko banjir
tersebut juga dapat diperparah dengan adanya kerentanan dan
ketimpangan sosial, urbanisasi dan kepadatan penduduk (Doocy dkk,

2013).

Dampak pada aspek manusia dari banjir pun tak kalah ruginya,
terutama kesehatan fisik dan psikososial. Per tanggal 10 Januari,
BNPB memang masih mencatat bahwa terdapat 27.971 jiwa
masih mengungsi di tiga wilayah terdampak. Angka tersebut
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mengalami penurunan signifikan seiring dengan kembalinya
warga ke rumah masing-masing. Walaupun begitu, persoalan
yang dihadapi oleh warga terdampak banjir belum lekas berakhir.
Kerentanan masyarakat terus meningkat seiring faktor-faktor yang
memperburuk risiko banjir terjadi.

Mengenali Dampak Kesehatan Fisik dan Psikososial

Ketika sebagian besar warga memulihkan diri dari bencana banjir
melalui dukungan dari lingkungan terdekat mereka, nyatanya
dampak pada kesehatan, relasi sosial maupun kesejahteraaan pun
masih menghantui. Tak dipungkiri, bencana banjir turut membawa
masalah substansial pada aspek kesehatan fisik dan psikososial yang
akan terus berlanjut dalam periode yang cukup lama (Stanke dkk,
2012). Pada situasi ini, banjir menguji ketahanan psikososial warga
yang “paling terkena dampak banjir”.

Sebelum masuk pada kompleksitas tersebut, banjir pada dasarnya
menimbulkan berbagai masalah kesehatan fisik. Catatan dari World
Health Organzation (WHO), banjir menimbulkan berbagai macam
penyakit yang disebarkan oleh air, seperti infeksi, dermatitis,
conjunctivitis, infeksi THT, sampai penyakit menular epidemik
yang dibawa oleh virus Leptospirosis. Belum lagi, penyakit yang
disebarkan oleh vektor berpotensi mengakibatkan penyakit malaria
maupun demam berdarah.

Untuk menangani masalah kesehatan fisik tersebut, Kementerian
Kesehatan (Kemenkes) menerjunkan 14.000 petugas kesehatan
di tiga area terdampak banjir, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat,
dan Banten (Kompas.com, 7/1). Upaya kerja sama dengan Dinas
Kesehatan (Dinkes) setempat, penerjunan tenaga kesehatan
tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan gizi pengungsi
dan mengantisipasi berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh banjir.

Berdasarkan catatan dari Dinkes DKI Jakarta, para pengungsi
mulai mengeluhkan berbagai serangan penyakit. Per 6 Januari,
Dinkes setempat telah melayani 12.640 warga terdampak banjir di
posko-posko layanan kesehatan pengungsi. Keluhan yang banyak
disampaikan warga ialah musculoskeletal (3.071 warga), ISPA (2.952
warga), penyakit kurap (2.119 warga) dan hipertensi (1.146 warga).
Penyakit lain yang dikeluhkan, yakni gastritis (956 warga), demam
(748 warga), diare akut (620 warga), luka/trauma (288 warga), dan
sakit gigi mulut (124 warga) (Republika, 7/1).
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Catatan dari Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes per 5 Januari,

anak-anak menghadapi kerentanan lebih besar terhadap beragam
penyakit di atas. Dari 11.474 warga terdampak banjir dan mengungsi
yang didata, terdapat 201 bayi, 2.041 balita dan 1.487 anak yang

menghadapi beragam kerentanan terhadap berbagai penyakit,
terutama penyakit endemik pada musibah banjir (Merdeka.

com, 8/1). Terkait sub-kelompok tersebut, Doocy dkk (2013) pun

mengungkapkan bahwa sub-kelompok yang lebih tua (lansia)
dan lebih muda (anak-anak) menghadapi risiko yang lebih tinggi,

termasuk terhadap risiko kematian.

Masih lekat dengan persoalan kesehatan di atas, angka keluhan
pada aspek psikososial pun muncul. Luka/trauma menjadi salah
satu persoalan yang berhasil didata. Pada sebuah penelitian oleh
Asim dkk (2019), diagnosis masalah psikologis yang paling sering
dihadapi pada musibah banjir memang post-traumatic stress disorder
(PTSD), kemudian diikuti dengan kecemasan dan depresi. Faktor-
faktor predisposisi yang memengaruhi kerentanan seseorang
dengan karakteristik-karakteristik,
seperti sub-kelompok usia tertentu (lansia dan anak), gender, status
sosio-ekonomi, isu masalah kesehatan jiwa yang tengah dialami

mengalami

PTSD ditandai

sebelumnya, dan krisis ekonomi pasca-bencana.

Untuk menangani besarnya isu di atas, Kementerian Sosial
(Kemensos) mengutarakan bahwa layanan dukungan psikososial
diberikan kepada warga terdampak banjir di
Berdasarkan pemetaan Kemensos, layanan dukungan psikososial
diberikan kepada para pengungsi di berbagai wilayah di DKI Jakarta

sebagai berikut:

Tabel 1. Layanan Pendampingan Psikososial Terdampak

Banjir DKI Jakarta 2020

a O DN

Jakarta Pusat
Jakarta Selatan
Jakarta Barat
Jakarta Timur

Jakarta Utara

960 Jiwa
18.859 Jiwa
16.000 Jiwa
3.324 Jiwa

220 anak dan ibu, 65 orang lansia.

320 ibu dan anak
500 ibu dan anak
900 ibu dan anak
20 anak

DKI

Jakarta.

THE & NDONESIAN INSTITUTE
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Sumber: Kementerian Sosial (Dihimpun dari Antaranews, 7/1).
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Tabel di atas pun menyiratkan bahwa para warga terdampak
banjir yang menjadi sasaran pendampingan psikososial ialah para
perempuan dan anak. Penuturan Elaine Enarson (2002) memang
menunjukkan bahwa perempuan seringkali menjadi korban
terbanyak dalam peristiwa bencana alam. Belum lagi, risiko
gangguan psikologis pun lebih besar pada perempuan saat terjadinya

bencana alam (Shooshtari dkk, 2018).

Pada artikel lain, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi
kerentanan perempuan ketika bencana. Studi kualitatif yang
dilakukan Shoostari dkk (2017) menunjukkan setidaknya terdapat
tiga alasan utama, yaitu alasan fisiologis (faktor hormonal, emosional
dan kapabilitas fisik yang rendah), alasan sosial (peran sosial yang
lemah, rendahnya dukungan sosial, peran sosial dan kepercayaan,
konflik nilai, budaya patriarki, status sosio-ekonomi dan literasi,
aturan/hukum dan agama), dan alasan psikologis (gangguan jiwa,
emosi dan kondisi maternal).

Dari tiga alasan tersebut, alasan psikologis menjadi sangat
signifikan ditkuti dua alasan lainnya. Ditambah lagi, perempuan
mengalami kerentanan yang lebih besar mengalami kekerasan fisik
dan seksual, penyakit maupun trauma psikologis lainnya pasca-
bencana terjadi ketimbang laki-laki. Dengan demikian, perempuan
lebih membutuhkan strategi yang tepat untuk memperbaiki kondisi
psikologis yang dialami.

Lebih lanjut, terdapat beberapa faktor yang justru memperburuk
konsekuensi kesehatan jiwa pada situasi banjir. Durasi banjir,
pemulihan dari konsekuensi ekonomi dan sosial, serta tekanan
emosi menjadi hal yang harus diperhatikan (Walker-Springett, Butler,

Adger, 2017).

Apalagi, dampak jangka panjang pada kesejahteraan dari masing-
masing individu yang mengalami musibah banjir masih terus
menghantui dalam jangka waktu tertentu (Walker-Springett, Butler,
Adger, 2017). Hal tersebut juga dapat didorong dengan adanya
stressor tambahan yang muncul pasca-bencana. Pendampingan
psikologis maupun langkah-langkah ketahanan banjir mungkin
akan membantu, tetapi hanya bersifat parsial menangani kesulitan
emosional akibat dari berbagai hal setelah banjir terjadi.

Analisis faktor-faktor yang mendasari warga terdampak banjir
mengalami kerentanan masalah jiwa sangat diperlukan. Faktor-
faktor yang harus dikenali, misalnya pengaruh dari fungsi sistem
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peringatan dini yang berjalan, proses evakuasi bencana, rasa tidak
berdaya akibat kehilangan anggota keluarga maupun tempat tinggal,
kurangnya dukungan masyarakat, tekanan harus kembali maupun
membangun rumah, serta risiko banjir di masa depan.

Pada masyarakat yang rentan banjir, seperti area Jabodetabek
(Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), pentingnya
melihat risiko yang mengancam kesehatan jiwa perlu diperhatikan
dan menjadi bagian yang tak terlepas dari pembangunan ketahanan
bencana di masyarakat. Apalagi, konteks Jabodetabek, kerentanan
terhadap isu tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih besar.

Penutup

Bencana banjir awal tahun tersebut memang menguras perhatian
berbagai pihak. Berbagai perbincangan menukik untuk memberikan
solusi terbaik mengatasi banjir dan menekan kerugian material yang
terjadi. Namun, lebih dari itu, bencana banjir juga memiliki dampak
yang besar pada aspek manusia. Dengan demikian, kondisi tersebut
membutuhkan langkah-langkah untuk mengurangi kerentanan dan
memperkuat ketahanan banjir ke depannya.

Secara umum, hal yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana
melakukan upaya pendataan dan pemetaan yang jelas terkait dengan
warga terdampak banjir. Data yang dipaparkan Kemensos terkait
dengan jumlah sasaran pendampingan psikososial berdasarkan
jumlah pengungsi di DKI Jakarta dapat menjadi acuan pemetaan
berdasarkan kelompok gender dan umur.

Data tersebut dapat direplikasi pada aspek kesehatan fisik untuk
mengetahui sub-kelompok umur yang paling terdampak banjir dan
kelompok gender sehingga dapat mengetahui strategi penanganan
yang tepat, termasuk bagaimana memastikan prioritas akses
layanan kesehatan maupun memberikan ruang aman bagi anak dan
perempuan di pengungsian maupun posko-kesehatan.

Selain itu, upaya-upaya penerjunan pendampingan psikososial
memang telah menjadi langkah signifikan. Selaras dengan analisis
sebelumnya, masalah kesehatan jiwa pasca-bencana nyatanya
memiliki kompleksitas tertentu yang berujung pada strategi-strategi
pendampingan secara temporal hanya membantu secara parsial.

Namun, belajar dari pengalaman warga terdampak banijir,
kerentanan terhadap masalah kesehatan jiwa berlangsung
pada jangka waktu yang cukup lama. Dengan kondisi tersebut,
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pendampingan psikososial yang diberikan pun harus memastikan  Kerentanan tehadap
strategi-strategi pemulihan yang dapat membantu para terdampak  dampak kesehatan fisik
banjir dalam jangka panjang, terutama dengan menganalisis lebih  dan psikososial dari
jauh faktor-faktor yang mendasari kerentanan psikologis tersebut — banjir membutuhkan

terhadap dampak kesehatan jiwa yang terjadi. strategi-strategi
penanganan yang

Dengan memastikan hal tersebut, tanggap darurat dan intervensi tepat.

kesehatan jiwa dari dukungan sosial masyarakat maupun lembaga-
lembaga terkait akan mengarah pada strategi yang memang
dibutuhkan oleh masyarakat.

- Nopitri Wahyuni -
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Era Bunga Murah?

Turbulensi perekonomian dunia masih belum usai. Eskalasi konflik
perdagangan terus berlanjut dan semakin meluas telah meningkatkan
ketidakpastian global. Terbukti, konflik perdagangan Amerika Serikat
(AS) dengan China semakin menekan pertumbuhan ekonomi dunia
pada Triwulan [1I-2019 hingga mencapai rata-rata 3,0 persen (World
Bank, 2019)

Tidak sampai di situ, dinamika tersebut juga telah mengakibatkan
kinerja ekspor, investasi, dan konsumsi semakin melemah. Kondisi
ini menyebabkan ekonomi negara-negara di dunia juga tumbuh
di bawah ekspektasi, termasuk Indonesia. Selama tahun 2019,
pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di angka 5 persen. Data
dari Badan Pusat Statistik (BPS) (2019) juga menunjukkan bahwa
pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal [11-2019 kemarin masih
tumbuh melambat di angka 5,02 persen (year on year/yoy).

Respon Dunia

Merespon hal tersebut sejumlah bank sentral negara-negara di
dunia mengambil kebijakan moneter yang lebih lunak guna memacu
pertumbuhan ekonomi dalam negerinya. Lebih dulu European
Central Bank (ECB) sudah lama mengenakan suku bunga nol bahkan
negatif. Saat ini, suku bunga acuan ECB di level 0,00 persen untuk
main refinancing operations dan 0,25 persen untuk marginal lending.

Selain itu, Bank of Japan (BoJ) juga telah mematok suku bunga
acuannya di level -0,10 persen. Di kawasan Asia, Bank Negara
Malaysia (BNM), The Reserve Bank of Australia (RBA), Reserve
Bank of India (RBI) yang sama-sama telah memangkas tingkat suku
bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) (Investor Daily, 2019).

Bank Sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), juga kembali
memangkas suku bunga pada bulan Oktober tahun lalu sebanyak

25 bps ke kisaran 1,5 persen hingga 1,75 persen. Pemangkasan yang
dilakukan oleh Federal Open Market Committee (FOMC) ini adalah
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yang ketiga dalam empat bulan terakhir. Langkah ini diharapkan
bisa membendung dampak dari perang dagang AS-China dan
perlambatan ekonomi global yang menekan ekonomi negara
tersebut.

Kondisi di Dalam Negeri

Di dalam negeri sendiri, penantian panjang hampir setahun berakhir
sudah. Bank Indonesia (Bl) memangkas suku bunga acuan Bl 7-day
reverse repo rate sebesar 25 basis poin sebanyak 4 kali beruturut-
turut (100 bps) sejak bulan Juli 2019, menjadi 5,00 persen pada
bulan Oktober 2019. Dengan rincian suku bunga Deposit Facility
juga turun menjadi 4,25 persen, dan suku bunga Lending Facility

menjadi 5,75 persen (CNBC, 2019).

Level Bl repo rate 5,00 persen diklaim Bl mampu mendorong
fungsi intermediasi perbankan lebih optimal. Dalam logika BI,
pemangkasan suku bunga acuan menurunkan suku bunga simpanan,
yang kemudian menekan suku bunga kredit. Putaran berikutnya,
permintaan kredit mengalir sehingga mendukung upaya percepatan
pemulihan ekonomi nasional.

Dalam perspektif teori, penurunan Bl repo rate sebagai suku
bunga acuan tentu menjadi rujukan dalam penentuan suku bunga
perbankan. Namun, praktisnya, efektivitas penurunan Bl repo rate
dalam menekan suku bunga bank sangat bergantung kepada derajat
pass-through suku bunga (Kuncoro, 2017).

Tesis di atas nyatanya juga didukung oleh fakta bahwa pemangkasan
suku bunga acuan hingga bulan Oktober 2019 tidak direspon
sebanding oleh perbankan. Berdasarkan catatan, suku bunga kredit
bank umum untuk kredit investasi hanya turun 13 bps menjadi 10,11
persen. Demikian pula suku bunga kredit untuk modal kerja hanya
turun 10 bps ke level 10,29 persen dan suku bunga kredit konsumsi
hanya turun 4 bps menjadi 11,53 persen hingga bulan September
2019 kemarin (Katadata.co.id, 2019).

Penurunan suku bunga kredit yang jauh lebih kecil daripada
pemangkasan Bl repo rate mengindikasikan ruang pemotongan suku
bunga kredit masih terbuka.

Sehimpun fakta di atas juga menunjukkan bahwa derajat pass-
through penurunan suku bunga tidaklah sempurna. Perubahan Bl
repo rate tidak serta merta direspon sebanding oleh perubahan suku
bunga perbankan. Itu berarti perbankan nasional masih mengalami
ketegaran (rigidity) suku bunga.
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Persistensi suku bunga membawa akibat lanjut pada kecepatan
penyesuaiannya. Jika derajat pass-through tidak sempurna, tenggat
waktu saat perubahan Bl repo rate dengan penyesuaian suku bunga
perbankan menjadi lebih lama sehingga dampaknya pun tidak
segera bisa dirasakan. Perbankan cenderung memilih "bermain
cantik’ untuk tidak buru-buru memangkas suku bunganya dalam
menghadapi turunnya Bl repo rate.

Tetapi, saat Bl repo rate naik, perbankan 'bermain ofensif’ dengan
seketika melejitkan suku bunganya (derajat pass-through menjadi
sempurna). Krisis ekonomi 1997-1998, saat tingkat bunga perbankan
mencapai 60 persen, adalah bukti nyata terhadap perilaku asimetri
tersebut (Kuncoro, 2017).

Akibatnya, dikotomi antara sektor moneter dan sektor riil bakal
senantiasa terjadi, suku bunga acuan telah turun, Namun, sektor riil
tetap saja tidak bergerak karena derajat pass-through tidak berjalan
sempurna ketika terjadi pemangkasan bunga acuan oleh BI.

Rekomendasi

Dalam perspektif mikro, keputusan perbankan dalam memasang
suku bunga dipengaruhi pula oleh berbagai macam determinan.
Misalnya, biaya transaksi, risiko inflasi, depresiasi, dan terutama
karakteristik debitornya (Boediono, 1980).

Risiko inflasi dikalkulasi untuk mempertahankan suku bunga riil yang
dinikmati oleh perbankan. Risiko depresasi dipertimbangkan sebagai
kesempatan yang hilang (oppotunity cost) seandainya dana yang
disalurkan kepada debitor domestik dipinjamkan kepada pihak lain
dalam denominasi mata uang asing.

Risiko yang menyangkut profil debitor dikenal umum dengan prinsip
5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy).
Semua risiko tersebut dibebankan kepada debitor sebagai premi
yang membentuk tingginya suku bunga guna menghindari kredit
macet.

Dengan skema problematika itu, perbankan sejatinya masih bisa
menurunkan suku bunga seandainya terjadi peningkatan efisiensi,
terutama pemotongan biaya transaksi. Intinya, perbankan tetap
bisa menikmati spread (selisih antara suku bunga pinjaman dan
simpanan) tanpa didorong terlebih dahulu oleh pemangkasan BI
repo rate.
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Meningkatkan efisiensi perbankan bukanlah pekerjaan mudah.
Kendalanya adalah struktur industri perbankan yang masih
oligopolis. Itu berarti upaya peningkatan efisiensi perbankan nasional
harus dipelopori oleh beberapa bank besar sebagai benchmark bagi
perbankan skala kecil dan menengah.

Alhasil, untuk mempercepat dampak penurunan bunga acuan
juga harus diiringi dengan adanya peningkatan efisiensi perbankan,
perubahan struktur industri, dan perbaikan fundamental
makroekonomi nasional. Dengan begitu, era bunga murah dapat
segera dirasakan oleh sektor riil dan mendorong laju pertumbuhan
ekonomi Indonesia yang tersendat.

- M. Rifki Fadilah -

THE & NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Pemangkasan suku
bunga acuan nyatanya
belum direspon
sebanding oleh
perbankan nasional.
Akibatnya, dikotomi
antara sektor moneter
dan sektor riil bakal
senantiasa terjadi,
suku bunga acuan telah
turun, tetapi sektor
riil tetap saja tidak
bergerak.
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Ujian APBN 2019

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019
mendapatkan sorotan banyak pihak. Berdasarkan rilis Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan realisasi penerimaan pajak
sepanjang tahun 2019 hanya mencapai Rpl.332,1 triliun, atau 84,4
persen dari target APBN 2019. Dengan demikian, penerimaan pajak
hanya tumbuh 1,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan
hitung-hitungan shortfall sebesar Rp245,5 triliun. Disinyalir ini
menjadi shortfall terbesar dalam 3 tahun terakhir.

Per definisi, shortfall adalah kondisi ketika realisasi lebih rendah
dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBN atau
APBN Perubahan (APBN-P). Dalam konteks penerimaan pajak,
shortfall sering terjadi ketika realisasi penerimaan pajak dalam satu
tahun kurang dari target penerimaan pajak.

Akibatnya, shortfall pajak dapat berimplikasi pada defisit anggaran
atau pengeluaran negara yang melebihi penerimaan. Tahun ini,
defisit anggaran Indonesia tembus Rp353 triliun sepanjang 2019.
Defisit tersebut mencapai 2,2 persen dari Produk Domestik Bruto
(PDB). Meleset dari target yang ditetapkan sebesar 1,8 persen dari
PDB.

Hantu Shortfall

Berbicara mengenai shortfall pajak, nyatanya ini bukanlah persoalan
baru yang dialami oleh Indonesia. Berdasarkan catatan yang
dihimpun dari Kemenkeu, sudah hampir 10 tahun belakangan ini
Indonesia terus mengalami shortfall dengan besaran Rpl00-250
triliun setiap tahunnya.

Misalnya, pada tahun 2018, realisasi penerimaan pajak APBN 2018
yang ditargetkan sebesar Rpl.424 triliun hanya mampu terealisasi
sebesar Rpl.315,9 triliun atau shortfall sebesar Rpl08 triliun.
Konsekuensinya, defisit anggaran sebesar 1,72 persen terhadap
PDB. Sebelumnya, dari target Rpl.283 triliun di tahun 2017 hanya
tercapai sebesar Rpl.147 triliun dengan shortfall Rpl36 triliun dan
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defisit sebesar 2,57 persen dari PDB. Dan pada tahun 2016, dari
target semula Rpl.539 triliun hanya mampu terealisasiebesar
Rpl.283 triliun dengan shortfall Rp256 triliun dan defisit 2,46 persen
dari PDB.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, shortfall perpajakan akan
membuat model APBN Indonesia terus menggunakan skema model
anggaran defisit. Secara teori, jalan menutup defisit adalah melalui
mekanisme utang. Dengan demikian, semakin besar shortfall pajak,
maka defisit anggaran juga semakin besar, dan semakin besar pula
beban anggaran untuk membayar cicilan utang dan bunganya.

Utang (Lagi)

Berdasarkan catatan Kemenkeu (2019), posisi utang pemerintah
per akhir bulan Oktober 2019, berada di angka Rp4.756,13 triliun.
Rasio utang ini mencapai 29,87 persen terhadap PDB. Posisi utang
mengalami kenaikan Rp55,85 triliun dari Rp4.700,28 triliun, dengan
rasio utang terhadap PDB sebesar 29,72 di bulan September 2019.

Dari dokumen APBN Kita edisi bulan November 2019 yang merilis
realisasi APBN per bulan Oktober 2019, utang tersebut berasal dari
pinjaman dan Surat Berharga Negara. Pinjaman sebesar Rp771,54
triliun yang terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp7,38 triliun dan

pinjaman luar negeri Rp764,16 triliun. Kemudian, dari Surat Berharga
Negara (SBN) sebesar Rp3.984,59 triliun (Bisnis.com, 2019).

Secara teoritis, untuk mendapatkan pinjaman dalam dan luar negeri,
pemerintah mengedarkan surat utang negara (SUN). Menjual SUN
di dalam negeri berpotensi meningkatkan tensi perebutan likuiditas
antara sektor publik dan sektor privat, sehingga dapat menyebabkan
efek crowding out dan menghambat realisasi target suku bunga kredit
single digit. Pilihan menerbitkan SUN ke luar negeri juga memberikan
risiko tambahan yang tidak mudah. Sensitivitas terhadap imbal hasil
aset finansial lain di luar negeri cukup kuat untuk mendorong kembali
kaburnya dana asing ke luar negeri (Kuncoro, 2017).

Bagi pemerintah, kenyataan di atas memunculkan masalah
tersendiri. Di satu sisi, pemerintah harus memasang suku bunga
tinggi agar investor bersedia memegang SUN. Di sisi lain, tingginya
suku bunga SUN berakibat pada beban pembayaran saat jatuh
tempo nanti.
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Sebetulnya, persoalan mendasarnya berkutat pada shortfall pajak
yang tidak cukup menopang belanja, defisit ditutup utang, dan
keterbatasan kemampuan belanja modal menghendaki keterlibatan
investor. Pada akhirnya, risiko default menjadi disinsentif investor
untuk ikut membiayai infrastruktur dan proyek strategis.

Berkaca dari pengalaman sejauh ini, konsistensi dalam menjalankan
disiplin kebijakan fiskal mutlak harus dikedepankan. Pemerintah perlu
memastikan proyek yang dibiayai SUN harus mampu menstimulasi
perekonomian. Output-nya adalah peningkatan kapasitas ekonomi
guna menciptakan penerimaan.

Tentunya, kita memahami bahwa shortfall penerimaan pajak ini
bersifat menghambat kinerja ekonomi. Shortfall menciptakan
defisit yang mau tak mau harus ditambal dengan utang. Padahal,
seandainya seluruh total target tercapai alias tidak ada shortfall,
maka roda perekonomian kita akan berada dalam kondisi yang
terbilang baik. Namun, itulah tantangan yang memerlukan berbagai
perjuangan menyelesaikannya.

Rekomendasi

Untuk mengatasi shortfall yang terus menghantui Indonesia,
maka beberapa catatan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh
stakeholder terkait adalah sebagai berikut. Pertama, mempercepat
proses kebijakan keringanan pajak dan rancangan omnibus law
terkait ketentuan pajak untuk penguatan perekonomian. Misalnya,
lewat penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) untuk Badan dari
25 persen menjadi 22 persen pada tahun 2020, 22 persen untuk
periode 2021-2022 dan 20 persen untuk pada tahun 2023.

Dengan penurunan tarif PPh ini, maka akan mendorong perusahaan
melakukan ekspansi usaha dari sebagian laba yang tidak dipajaki.
Dengan demikian, semakin besar laba yang diperoleh, maka akan
semakin memperbesar pula porsi sumbangan pajak yang akan
diterima negara.

Kedua, perlu strategi relaksasi pajak melalui sistem pajak, seperti
tax holiday, untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong
partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi (bisnis). Relaksasi
ditukarkan dengan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan
perekonomian. Relaksasi pajak diberikan selama wajib pajak
melakukan kegiatan yang disyaratkan pemerintah baik pada sektor,
jenis, lokasi, dan/atau nilai ekonomi tertentu.
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Ketiga, pemerintah perlu mendorong sektor-sektor usaha yang APBN tahun 2019
mendatangkan penerimaan pajak besar, seperti industri makanan- kembali mengalami
minuman, UKM/IKM, industri otomotif yang berorientasi ekspor, shortfall. Akibatnya,

dan industri pengolahan sumber daya alam untuk mendapatkan shortfal{p a’,ak dapat
ilai bah dal i Selain i bacai : Akasi berimplikasi pada
nilai tambah dalam negeri. Selain itu, sebagai upaya intensifikasi, o/t anggaran.

pemerintah perlu meningkatkan kepatuhan atas perpajakan yang  Secara teoritis, jalan
telah mengakibatkan target penerimaan pajak tahun ini tidak  menutup defisit adalah
tercapai. Salah satunya adalah, pajak penghasilan dan pembelian  melalui mekanisme
barang mewah yang telah diturunkan pada pertengahan tahun 2019  utang. Dengan

melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 92 Tahun 2019 demikian, semakin
besar shortfall pajak,

maka defisit anggaran
juga semakin besar,
dan semakin besar
pula beban anggaran
untuk membayar
cicilan utang dan
bunganya.

- M. Rifki Fadilah -
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Mengulik Skandal Kerugian Kasus Jiwasraya

Menjelang awal tahun 2020, publik dikagetkan oleh skandal kerugian
negara akibat kasus gagal bayar perusahaan asuransi asal Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Pasalnya, jumlah kerugian yang dicapai tidak tanggung-tanggung,
yakni menyentuh angka Rpl3,7 triliun per bulan Agustus 2019
(keuangan.kontan.co.id, 18/12/2019).

Sebuah jumlah yang tentunya menjadi angka kerugian negara
tertinggi, jika dilihat dari sejumlah kasus mega korupsi yang sejauh
ini pernah terjadi. Misalnya, kasus korupsi e-KTP sebesar Rp2,3
triliun (nasional.kompas.com, 01/03/2018), BLBI sebesar Rp4,58
triliun (kumparan.com, 10/6/2019), dan Bank Century sebesar Rp7,4
triliun (nasional.kompas.com, 20/03/2014).

Menariknya, besaran tersebut dikatakan sendiri oleh Jaksa Agung,
S.T. Burhanuddin, masih berupa perkiraan awal sementara. Bahkan
diduga, akan terus berkembang seiring dengan proses penyidikan
yang telah berlangsung sejak 17 Desember 2019, berdasarkan Surat
Perintah Penyidikan Nomor Print-33/F2/Fd.2/12/2019 (nasional.
kompas.com, 19/12/2019).

Berbagai pertanyaan dibalik angka fantastis tersebut, tentu saja
sontak menyeruak ke permukaan. Mulai dari sejak kapan hal ini
dimulai, kemana aliran dana tersebut tertuju, hingga siapa pelaku
dan yang sebenarnya bertanggung jawab atas segala kerugian ini.
Jelasnya, hal ini praktis mengundang aksi saling lempar melempar
wacana dan tanggung jawab antar era pemerintahan.

Jokowi atau Susilo Bambang Yudhoyono?

Sebagaimana terlihat dalam suatu kesempatan, tatkala Presiden
Joko Widodo (Jokowi) menanggapi persoalan ini dengan
menyatakan bahwa masalah keuangan Jiwasraya sebenarnya
sudah berlangsung lama sejak 10 tahun yang lalu (cnnindonesia.
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com, 18/12/2019). Pernyataan ini kemudian dikonkretkan lebih lanjut
oleh Menteri BUMN 2019-2024, Erick Thohir, yang menyatakan
bahwa permasalahan keuangan tersebut setidaknya telah terjadi
mulai tahun 2006, dan terus meningkat memasuki tahun 2011

(cnbcindonesia.com, 18/12/2019).

Bak gayung bersambut, Mantan Presiden RI periode 2004-2009
dan 2009-2014, Susilo Bambang Yudhiyono (SBY), seketika angkat
bicara. Melalui staff pribadinya, la menyatakan bahwa rakyat pun
tahu kalau sebenarnya krisis besar Jiwasraya tersebut terjadi dua
tahun terakhir atau 2018-2019. Namun lanjutnya, jika tidak ada yang
mau bertanggung jawab, dirinya dan masanya rela dan menerima
untuk disalahkan (nasional.kompas.com, 27/12/2019).

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi, dalam
kesempatan yang terpisah mencoba untuk memperjelas pernyataan
SBY tersebut. Dirinya menyatakan, puncak Jiwasraya jelas
dapat diketahui berada di tahun 2018 dan 2019. Bahkan semakin
menggulirkan bola panas, tatkala dirinya mengaitkan permasalahan
ini dengan momentum Pemilu serentak 2019, dan menyebut pihak
Jiwasraya sempat meminta dana talangan sebesar Rp32 triliun
menjelang masa-masa itu (nasional.kompas.com, 29/12/2019).

Lebih Jauh Tentang Keuangan Jiwasraya

Terlepas dari intrik politik antara Jokowi, SBY, dan partai-partai
pengusungnya, kronologi terkuaknya defisit keuangan Jiwasraya
ini dapat diketahui ketika pihaknya gagal membayar klaim polis
Jiwasraya Saving Plan (JS Saving Plan) dan JS Proteksi Plan beberapa
nasabahnya yang jatuh tempo di bulan Oktober-Desember 2019,
dengan nilai nominal sebesar Rp12,4 triliun. Usut per usut, ternyata
hal ini disebabkan oleh tekanan likuiditas yang terjadi karena
manajemen Jiwasraya terdahulu, menempatkan investasi pada

portofolio saham dan reksa dana saham dengan underlying saham
yang buruk (cnnindonesia.com, 23/12/2019).

Istilah likuiditas dapat dipahami sebagai kemampuan suatu
perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang
harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk
memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih (Munawir, 2007).
Melanjutkan pembicaraan di atas, dalam perkembangannya,
diketahui berdasarkan pemaparan hasil audit terbaru dari Badan
Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Kejaksaan, pihak Jiwasraya
terbukti melakukan penempatan investasi melalui prosesi “saham
gorengan” pada saham dan reksa dana saham yang berkualitas
rendah dan berisiko tinggi (money.kompas.com, 8/01).
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Istilah saham gorengan, dapat dipahami secara sederhana sebagai
saham perusahaan yang kenaikannya di luar kebiasaan, dikarenakan
pergerakannya sedang direkayasa oleh pelaku pasar dengan tujuan
kepentingan tertentu (cnbcindonesia.com 2/01). Pengertian ini
jelas terlihat, dalam penjelasan Burhanuddin sebelumnya, yang
menyatakan pihak Jiwasraya terdahulu kerap menaruh 22,4%
dana investasi atau senilai Rp5,7 triliun di keranjang saham,
lalu menempatkan 95% pengelolaannya pada pilihan saham-
saham buruk. Sementara, pada saham dengan kinerja baik hanya
ditempatkan sebesar 5% saja (cnnindonesia.com, 23/12/2019).

Tidak hanya itu, demi mengejar keuntungan yang tinggi, 98% dari
danainvestasidireksadanaatausenilaiRpl4,9 triliun, pengelolaannya
disebutkan lebih lanjut telah dititipkan pada perusahaan manajer
investasi dengan kinerja buruk. Adapun sisanya, tidak jauh berbeda
dengan pengelolaan dana lainnya, yakni hanya sebesar 2% saja
yang dikelola oleh perusahaan manajer investasi dengan kinerja baik

(cnnindonesia.com, 23/12/2019).

Akibatnya, ekuitas (kepemilikan dalam bentuk uang) perseroan
yang dimiliki Jiwasraya pun mau tidak mau anjlok. Burhanuddin
menyebutkan, bahwa ekuitas tersebut tercatat negatif sebesar
Rp23,92 triliun per bulan September 2019. Itulah mengapa
pihaknya kemudian membutuhkan dana sebesar Rp32,89 triliun
untuk memenuhi rasio solvabilitas atau kemampuan pelunasan
utang yang didasarkan pada Risk Based capital (RBC) sebesar 120%
(cnnindonesia.com, 23/12/2019).

Jerat Pasal yang Menunggu Pelaku Kerugian Jiwasraya

Tentu, dengan indikasi seperti yang dijelaskan, pelaku dibalik semua
kerugian itu pastinya akan dinanti dan dijerat dengan berbagai
pasal dalam berbagai ranah hukum. Selain dapat dijerat dengan
pasal korupsi, para pelaku atau pihak Jiwasraya sendiri, juga sangat
mungkin digugat secara perdata karena telah melakukan wanprestasi
atau ingkar janji, berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata atau Burgelijk Wetboek, baik oleh individu
per individu maupun oleh negara.

Sebab kerugian yang ditimbulkan tentu tidak hanya berupa kerugian
negara saja, tetapi juga kerugian individual terhadap para nasabah
polis JS Saving Plan dan JS Proteksi Plan, maupun oleh negara
selaku pemegang saham terbesar di perusahaan BUMN. Teori
limitied liability dalam kasus ini, tentunya secara spontan juga tidak
berlaku akibat aktifnya doktrin piercing the corporate veil.
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Hal ini ditandai dengan terciderainya fiduciary duty (kepercayaan  Keigksaan bersama
tugas) dan terlanggarnya ketentuan peraturan perundang- para pemangku
undangan, akibat terbuktinya pengurusan yang tidak dilandasi kepentingan lainnya,
dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian berdasarkan Pasal 97  seperti BPK dan
ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang fentunya {{P K, perlu
~ . : . bersinergi untuk

Perseroan Terbatas, dalam tindakan penempatan investasi melalui

s ” . S . mengusut tuntas
prosesi “saham gorengan”. Selain itu, hal ini juga jelas melanggar - - Eco
ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang ¢ toral atau silo
Pasar Modal, yang tidak lain akan menimbulkan tindak pidana pasar  mentality lintas sektor
modal yang diancam dengan penjara paling lama 10 tahun dandenda  penegakan hukum

paling banyak Rpl5 miliar berdasarkan Pasal 104. harus dilepaskan.
Kasus ini, tentunya

Sebagaimana diketahui, pasal tersebut berbicara terkait larangan memi{iki komplekfitas
secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai pihak dalam dan t‘"%k?f kesulitan

. . tersendiri yang keluar
kegiatan perdagangan efek, untuk melakukan penipuan atau . ;

labui oihak lain d " dari pakem kejahatan

mengelabui pihak lain engan menggunakan sarana dgn atau cara  yonvensional biasanya.
apa pun; turut serta menipu atau mengelabui pihak lain. Termasuk
pula dalam hal ini, ialah membuat pernyataan tidak benar mengenai
fakta yang material, atau tidak mengungkapkan fakta yang material
agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan
yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk
menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri
atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk
membeli atau menjual efek.

Terakhir, sebagai rekomendasi, Kejaksaan bersama para pemangku
kepentingan lainnya, seperti BPK dan tentunya KPK, perlu
bersinergi untuk mengusut tuntas kasus ini. Ego sektoral atau silo
mentality lintas sektor penegakan hukum harus dilepaskan. Kasus
ini, tentunya memiliki kompleksitas dan tingkat kesulitan tersendiri
yang keluar dari pakem kejahatan konvensional biasanya. Apabila
dibiarkan berlarut-larut, dapat dipastikan akan semakin mengikis
tingkat kepercayaan investasi di Indonesia, seiring dengan lemahnya
jaminan kepastian dan penegakan hukum dalam bidang ini.

- Muhammad Aulia Y Guzasiah -
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Menyoal Jabatan dan
Profesi Ganda Pimpinan Ketua KPK

Jumat, 20 Desember 2019 lalu, Presiden Joko Widodo sebagaimana
diketahui telah melantik sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Adapun kelima pimpinan yang dilantik pada hari itu,
antaranya Firli Bahuri yang sebelumnya telah ditunjuk sebagai Ketua,
dan Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolongo,
serta Lili Pantauli Siregar, sebagai Wakil Ketua.

Menariknya, rekam jejak bermasalah hampir dapat ditemukan
dalam setiap profil dari kelima nama pimpinan tersebut. Mulai dari
ketidakpatuhan dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN), mendukung Revisi Undang-
Undang (UU) KPK yang dinilai bermasalah, tidak memenuhi
persyaratan umur pelantikan revisi UU tersebut, hingga pernah
tersangkut kasus pelanggaran kode etik berat (nasional.tempo.co,

31/12/2019).

Rekam jejak yang disebutkan terakhir, adalah rekam jejak yang
sempat dilakukan oleh pimpinan ketua KPK terpilih saat ini. Oleh
karena itulah, dirinya menjadi satu dari sekian calon pimpinan yang
kemarin sempat lolos dari hasil seleksi Panitia Seleksi bentukan
Presiden, dan seketika ramai disorot serta dipermasalahkan oleh
sejumlah koalisi masyarakat sipil, hingga wadah pegawai KPK itu
sendiri.

Tidak terkecuali pada kasus pelantikannya tadi, dimana dirinya
dilantik dengan status keprofesian yang masih aktif di Kepolisian.
Bahkan sebulan sebelumnya atau tepatnya tertanggal 19 November
2019, la masih sempat dilantik dan menjabat sebagai Kepala Badan
Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Kabaharkam Polri) (nasional.kompas.com, 19/11/2019).
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Soal Pengaturan Jabatan dan Profesi Ganda Pimpinan KPK

Di titik inilah, Firli selaku Ketua KPK terpilih kemudian kembali
menuai polemik. Bagaimana bisa terdapat seorang yang memegang
pucuk kendali lembaga negara independen, sedangkan dirinya masih
terikat dan menjabat pada instansi lain? Apalagi hal ini akan menjadi
semakin absurd, apabila instansi yang sebagaimana dimaksud
merupakan instansi yang kerap kali berkonflik dan bermasalah
dengan KPK itu sendiri.

Dalam UU KPK terbaru atau UU No. 19 Tahun 2019, maupun dalam
UU KPK sebelumnya atau UU No. 30 Tahun 2002, pengaturan
terkait keprofesian ganda memang tidak diatur secara spesifik.
Dapat diperhatikan dalam Pasal 29 huruf'j, seseorang yang hendak
mengajukan diri sebagai calon pimpinan KPK, hanya diprasyaratkan
untuk tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota KPK.

Artinya, ketentuan ini hanya menghendaki seseorang untuk
non-aktif atau tidak menjalankan profesinya untuk sementara
waktu sampai masa bakti yang sebagaimana ditentukan telah
usai. Sementara di sisi lain, terdapat juga prasyarat-prasyarat lain
yang secara tidak langsung memiliki relevansi seperti pembatasan
tersebut. Diantaranya adalah, ia tidak boleh menjadi pengurus
salah satu partai politik dan melepaskan jabatan struktural dan atau
jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK. Pengaturan ini terang
tercantum dalam Pasal 29 huruf h dan huruf' i UU No. 19 Tahun
2019.

Moral Hazard Pimpinan Lembaga Negara Independen

Ketentuan yang sebagaimana diuraikan di atas, tentu bukan berarti
spontan membenarkan kasus pelantikan Firli yang sebagaimana
diuraikan. Meski dalam perkembangannya, hal ini kemudian ditepis
oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan,
Mahfud MD, bahwa yang bersangkutan telah melepaskan jabatan
sebelumnya dan saat ini sudah menjadi anggota kepolisian non-aktif
(mediaindonesia.com, 27/12/2019).

Begitu juga dengan Firli sendiri, dalam kesempatan yang terpisah
ia mengonfirmasi bahwa jabatan terakhir yang diembannya, yakni
sebagai Kabaharkam Polri, telah diserahterimakan oleh Kapolri
kepada Komjen Pol Drs. Agus Andriyanto, tertanggal 19 Desember
2019 (tirto.id, 27/12/2019). Walau begitu, tetap saja ia masih menjadi
bagian dari instansi Polri, yang tentunya akan secara tidak langsung
berdampak dan bersinggungan pada independensi KPK.
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Demikian dapat dipahami, bahwa hal yang sebenarnya dikhawatirkan
pada konteks ini tidak lain merupakan persoalan independensi. Meski
secara aturan hal ini tidak menjadi pembatasan syarat pengajuan,
namun jika melihat cara kerja KPK yang merupakan Lembaga
Negara Independen, maka jelas persoalan status keprofesian ini
akan menjadi permasalahan krusial yang rawan mengundang konflik
kepentingan.

Jangan sampai kinerja KPK kedepan cenderung tidak lagi
independen, mengingat salah seorang pimpinannya masih terikat
dengan salah satu instansi negara lainnya. Terlebih jika dikaitkan
dengan uraian sebelumnya, bahwa instansi yang bersangkutan
tidak lain merupakan instansi yang memiliki irisan tugas pokok dan
fungsi yang nyaris bersinggungan, serta tidak jarang terlihat gencar
berkonflik dan tak senada dengan kerja-kerja KPK pada periode
sebelumnya.

Walau pelikrasanya untuk mengharapkan halitu pada sosok pimpinan
ketua terpilih, yang diketahui sudah bermasalah dan memperoleh
penolakan sejak awal, namun demikianlah moral hazard pimpinan
Lembaga Negara Independen yang perlu diketahui. Bahwa meski
secara aturan hal itu tidak menjadi persoalan, namun sekiranya
langkah yang paling bijak untuk yang bersangkutan ialah keluar dan
mengundurkan diri dari instansi sebelumnya.

Status non-aktif semata, tentunya tidak cukup banyak membantu
untuk kembali menjernihkan stigma negatif dan keragu-raguan
masyarakat terhadap pimpinan KPK saat ini. Hal ini sekiranya juga
diperlukan oleh yang bersangkutan, jika ingin membuktikan dirinya
memang layak dan berniat menjalankan agenda pemberantasan
korupsi secara profesional, tanpa sangkut-paut kepentingan instansi
apapun.

- Muhammad Aulia Y. Guzasiah -

THE & NDONESIAN INSTITUTE

ENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Walau pelik rasanya
untuk mengharapkan
independensi dan
profesionalitas pada
sosok pimpinan ketua
terpilih, yang diketahui
sudah bermasalah dan
memperoleh penolakan
sejak awal, namun
demikianlah moral
hazard pimpinan
Lembaga Negara
Independen yang perlu
diketahui. Bahwa
meski secara aturan
hal itu tidak menjadi
persoalan, namun
sekiranya langkah
yang paling bijak untuk
yang bersangkutan
ialah keluar dan
mengundurkan diri dari
instansi sebelumnya.
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Hukum Adat dan RUU KUHP

Upaya panjang untuk memperbarui Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) sudah ada sekitar 70 tahun lalu. Namun, menjelang
pengesahannya Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP yang
digadang akan menggantikan KUHP peninggalan zaman Belanda
ini malah menuai berbagai polemik.

Beberapa pasal kontroversi membuat RUU KUHP yang semula
akan disahkan pada Selasa (Tempo, 23/9) akhirnya ditunda oleh
pemerintah. Salah satu pasal yang menjadi sorotan berkaitan dengan
pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat disebut hukum
adat. Hal ini menjadi pemantik karena banyak masyarakat yang
menganggap bahwa KUHP kedepannya akan over kriminalisasi.

Pasal 2 ayat (I) RUU KUHP berbunyi “Ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal | ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum
yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang
patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam
Undang-undang ini.”

Jika dibaca sepintas, memang RUU KUHP di atas tidak memberikan
penjelasan terkait batasan untuk seseorang yang melanggar hukum
yang hidup di masyarakat. Pengertian dan ruang lingkup yang
tegas tentang “hukum yang hidup”. Juga Kriteria yang bagaimana
yang dimaksud oleh “perbuatan yang tidak diatur dalam Undang-
undang”.

Afirmasi Hukum Adat dalam RUU KUHP

Menurut Mohd. Din (2010) bangsa Indonesia sudah mempunyai
hukum sendiri yang tumbuh dan berkembang dalam kurun waktu
yang sudah lama. Dengan demikian, keberadaan KUHP sebagai
induk dari hukum pidana di dalam kenyataannya, tidak serta-merta
menghilangkan hukum adat.
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Hukum yang hidup di masyarakat atau hukum adat akan secara
terus-menerus berubah mengikuti perkembangan zaman dan
masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum ini pekat dengan
cirinya yang dinamis. Oleh karena itu, hukum adat tetap eksis dan
dalam hal tertentu dirasakan sangat efektif dalam menyelesaikan
persoalan kemasyarakatan.

Pengakuan terhadap hukum adat telah dituangkan ke dalam
amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 18
B dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang
Kekuasaan Kehakiman dan beberapa yurisprudensi terkait. Gagasan
pemerintah untuk mengkristalisasi hukum adat merupakan semangat
dalam memenuhi kebutuhan akan cita susila, hukum, keadilan, dan
pengakuan hukum adat pada hukum pidana di Indonesia.

Menyandingkan hukum pidana dengan hukum adat menjadi satu
atap bukan hal yang mudah. Asas legalitas selama ini menjadi ruh
dalam hukum pidana dan dasar dari perbuatan pidana. Namun,
implementasi asas legalitas dalam RUU KUHP secara implisit
mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berarti
bukan hanya delik secara tertulis yang dapat dipidana, di masa
depan akan berlaku pula terhadap para pelanggar hukum adat atau
hukum yang hidup di masyarakat.

Perlu diingat bahwa dalam hukum pidana terdapat alasan
penghapusan pidana. Menurut Prof. Eddy O.S. (2016), dalam hukum
pidana di Indonesia, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban
pidana dipisah secara tegas. Perbuatan pidana hanya mencakup
dilarangnya suatu perbuatan, sedangkan pertanggungjawaban
pidana mencakup dapat atau tidaknya dipidana si pembuat/si pelaku.

Atas dasar tersebut, dalam hukum pidana terkandung asas tiada
pidana tanpa kesalahan. Jika dirumuskan, tidak berarti semua
pelanggaran hukum yang hidup di masyarakat dapat berbuntut
dengan pidana yang semena-mena. Terdapat alasan penghapusan
pidana yang disebut alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan
penghapusan penuntutan.

Dalam alasan pembenar, perbuatan pelaku masih harus
dipertanyakan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur
delik atau tidak. Pada alasan pemaaf, perbuatan tersebut
salah, namun, masih dipertanyakan lagi apakah si pelaku dapat
mempertanggungjawabkan atau tidak. Alasan menghapus
penuntutan biasanya berbicara tentang perbuatan atau pelakunya.
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Namun, terdapat pengecualian-pengecualian yang dirumuskan
secara eksplisit hingga tidak terjadi penuntutan pidana.

Berkaitan Dengan Situasi dan Kondisi

Pertentangan hukum adat dengan KHUP dapat dilihat pada contoh
kasus yang terjadi di Suku Naoulu dalam tradisi Mangayau. Tradisi
Mangayau adalah tradisi penggal kepala untuk menentukan seorang
lelaki dianggap sudah dewasa. Suku Naoulu itu sendiri adalah suku
yang masih terisolasi di Kabupaten Maluku Tengah. Suku Noaulu
dipandang sebagi kelompok orang terbelakang (primitif). Bahkan
ada keengganan orang luar masuk dan berbaur dengan komunitas

adat suku Noaulu (Thaufik Amirullah, dkk, 2014).

Tradisi Mangayau dalam hukum pidana masuk kategori pembunuhan
berencana. Tindakan tersebut dikenakan sanksi sesuai pasal 340 jo
pasal 55 ayat | ke-1 KUHP Hal ini terlihat pada contoh kasus Putusan
Nomor 87/Pid.B/2005/PN.Msh, dimana terdapat tiga warga Suku
Naoulu yang dihukum mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri

Masohi (Thaufik Amirullah, dkk, 2014).

Jika dikaitkan dengan RUU KUHP pada Pasal 12 ayat (2) dan (3) jo.
Pasal 35 tentang pertanggungjawaban pidana, maka sifat melawan
hukum yang jika perbuatan atau fungsinya memenuhi unsur delik,
tapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka
perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Hal ini tentunya berbeda
dengan KHUP yang berlaku saat ini. RUU KUHP diharapkan
lebih progresif dan dapat mengakomodasi hukum yang hidup di
masyarakat, termasuk di dalamnya hukum adat.

Melihat kasus tradisi Mangayau dalam kacamata RUU KUHP
terdapat hal yang menjadi alasan pembenar, karena para terdakwa
masih termasuk kelompok adat yang terisolasi. Mereka tidak
mengetahui ada hukum positif’ Indonesia yang mengatur tentang
pembunuhan. Pada hakikatnya, para terdakwa hanya meneruskan
tradisi nenek moyang yang diyakini di Suku Noaulu.

Mengutip pendapat dari Eddy O.S (2016), bahwa penetapan hukum
pidana bersifat kasuistis. Selain itu, hakikat dari perbuatan pidana
adalah perbuatan yang anti-sosial. Dengan demikian, di masa depan,
jika perbuatan pidana tersebut telah memenuhi kualifikasi delik, tapi
tidak bertentangan dengan keadilan dan norma-norma yang hidup
di masyarakat, maka terdakwa harus dibebaskan.
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Penutup Penerapan Hukum
Adat setelah RUU

Berdasarkan contoh dia tas, bahwa masih terdapat hukum adat KUHP diundangkan,
yang bertolak belakang dengan hukum pidana di Indonesia. Hal ini harus dipahami
menjadi pekerjaan rumah bagi aparatur penegak hukum agar dapat $€€?7@ {contekst'ual.
mensosialisasikan hukum positif’ kepada suku-suku yang masih Z‘ela'm b, penting

. . . e agt para aparatur
terisolasi. Dengan demikian, kasus-kasus seperti ini tidak terulang penegak hukum untuk
kembali di kemudian hari. mensosialisasikan

hukum positif kepada
Selanjutnya, hal yang penting untuk dilakukan adalah mendorong  suku-suku yang masih

majelis hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan terisolasi. Hal ini
persoalan adat dapat mempertimbangkan nilai-nilai hukum adat sangat penting untuk

tersebut, sesuai dengan RUU KUHP yang akan disahkan di masa memastikan bahwa

depan hukum ditegakkan
pan. untuk melindungi
HAM dan memberikan
keadilan tanpa
- Farhana Nabila Hanifah (Intern TIl Bidang Hukum) - disk riminasif’
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Dilema Otonomi Daerah
pada Kasus Laut Natuna Utara

Polemik [llegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUUF) di
Laut Natuna Utara ramai diperbincangkan, dengan sorotan besar
yang mengarah pada persoalan kedaulatan. Ekspos pemberitaan
lantas hilir mudik di perihal respon pemerintah, baik yang berasal
dari Indonesia maupun dari Kedutaan Cina sendiri (tirto.id, 4/1;
cnbcindonesia.com, 7/1).

Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Natuna sendiri pun ikut
angkatbicara, namun porsipemberitaannya tidak sentral terhadapisu
IUUF yang ramai diperdebatkan. Ditengarai, hal itu adalah dampak
dari kenyataan bahwa kewenangan daerah setingkat Kabupaten,
termasuk Pemkab Natuna, dalam mengurusi pengelolaan laut
mengalami pergeseran. Setelah di regulasi pemerintahan daerah
sebelumnya, daerah tingkat kabupaten dan kota masih memiliki
porsi dalam mengurusi laut di wilayahnya.

Urusan Kelautan dan Pemerintah Kabupaten

Regulasi otonomidaerah yang berlaku di Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Otda) telah menggeser
poin yang berkaitan dengan kelautan. Mulanya, laut menjadi salah
satu urusan pemerintah pilihan untuk daerah kabupaten maupun
kota yang memiliki potensi di bidang kelautan dan perikanan.

Hal itu termuat di UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai UU Otda
sebelumnya. Dijelaskan di sana bahwa daerah setingkat kabupaten
dan kota mendapat kewenangan untuk mengurusi soal laut sebanyak
1/3 dari total wilayah laut yang dikelola oleh provinsi. Oleh karena
wilayah kewenangan provinsi dalam mengelola sumber daya laut
sejauh 12 mil dari garis pantai, maka jarak 0 sampai 4 mil adalah
wilayah yang dapat turut dikelola oleh kabupaten atau kota.

Di UU Otda yang baru, kewenangan tersebut kemudian ditarik
seluruhnya ke tingkat provinsi, sehingga urusan laut hanya dilakukan
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secara bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
(Pemprov), dengan roporsi kewenangan sebesar 70 persen untuk
Pemerintah Pusat dan 30 persen untuk Pemprov. Pada UU Otda
yang saat ini berlaku, Pasal 27 ayat (I) hingga ayat (5), memberikan
kewenangan pengelolaan tersebut: mulai dari eksplorasi kekayaan
laut hingga partisipasi dalam mempertahankan kedaulatan. Posisi
pemerintah level provinsi menguat, manakala daerah kabupaten
atau kota tidak lagi terlibat dengan urusan laut.

Dengan kondisi demikian, aktivitas poaching atau pirate fishing
yang terjadi di Laut Natuna Utara akhirnya ditanggapi oleh Bupati
beserta Wakil Bupati Natuna dengan cara mengajukan usul
pemekaran Kabupaten Natuna menjadi provinsi baru (kompas.
com, 8/I; detik.com, 4/I). Dinyatakan oleh kedua pimpinan daerah
tersebut, berubahnya Natuna menjadi provinsi akan menghadirkan
kewenangan dan secara simultan membuka keran pergerakan bagi
pemerintah di wilayah Natuna dalam mengurusi laut di sekitarnya.

Namun, pembentukandaerahotonombaru (DOB) setingkat provinsi
sebagai solusi pamungkas dari masalah kepengurusan laut di daerah
wajib juga dipertanyakan kesahihannya. Dalam acara “Refleksi
20 Tahun Pelaksanaan Otonomi Daerah”, yang dilaksanakan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Deputi
Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administasi Negara Lembaga
Administrasi Negara (LAN), Tri Widodo Wahyu Utomo, mencatat
bahwa daerah masih memiliki kualitas, kinerja dan produktivitas
aparatur atau sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Angka itu
disebutnya mencapai 34,57 persen. Urgensi pemekaran daerah atas
kasus [IUFF diLaut Natuna Utara lantas perlu ditinjau secara matang,
sebab faktor SDM sebagai mesin yang menjalankan pemerintahan
di daerah masih tercatat menyisakan pekerjaan rumah tersendiri
bagi sebuah tata pemerintah daerah.

Ketika kembali dikaitkan dengan polemik mengurusi laut, harus
diakui bahwa masalah pengelolaan laut di level provinsi tidak hanya
memberikan dampak pada penghapusan kewenangan terhadap
eksplorasi dan keikutsertaan kabupaten pada urusan kedaulatan
wilayah perairan negara saja. Di tahun 2015, pembacaan terhadap
dilema penarikan kewenangan mengelola laut juga pernah
dibicarakan. Salah satunya membahas soal kesulitan aktivitas

nelayan di daerah karena adanya pergeseran dalam hal urusan
administratif (kompas.com, 18/4/2019).

Update Indonesia — Volume XIV, No.1 — Januari 2020 2 9



ann | =1 STITUTE
POlltlk I’I;I'IE‘;ﬁOIQIDPUOINIEI(SI{XﬂIYIIN RESEARCH

Catatan dan Rekomendasi

Tidak adanya kewenangan mengurusi laut, yang secara simultan
juga berdampak pada terbatasnya pergerakan daerah setingkat
kabupaten dan kota memang penting untuk dicarikan solusinya.
Namun, membuat poin tersebut sebagai landasan dalam pengusulan
pemekaran tidaklah menguatkan nilai urgensi dari persoalan yang
ada.

Seperti yang sudah disampaikan di atas, catatan terhadap
berjalannya otda memperlihatkan adanya insignifikansi tata kelola
pemerintahan daerah, dengan optimalisasi pelayanan publik sebagai
tujuan utamanya. Dalam perjalanannya selama 20 tahun, penerapan
otda, termasuk di banyak DOB belum memperlihatkan hasil yang
sesuai dengan pembayangan.

Jika memang orientasi Pemkab Natuna adalah turut serta dalam
menyelesaikan persoalan di wilayah laut, mendorong evaluasi
terhadap penerapan pasal-pasal pengelolaan laut di UU Otda melalui
judicial review bisa menjadi opsi pertama. Dengan memposisikan
diri sebagai utusan pemerintah di daerah, aktor apapun termasuk
kepala daerah dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah
Konstitusi (MK). Jika memang aksi ini betul dilakukan oleh Pemkab
Natuna sebagai subjek hukum yang sudah terugikan oleh aturan
kepengurusan laut di UU Otda, maka dialog yang terbuka antara
Pemerintah Pusat dan sejumlah Pemerintah Daerah melalui jalur
konstitusional adalah gambaran baik bagaimana pelaksanaan tata
kelola pemerintah di Indonesia kian matang.

Pasal 27 ayat (1) sampai (5) harus menjadi titik tekan dalam evaluasi
yang dimaksud dalam catatan pertama ini. Lebih lagi, banyak faktor
yang juga mempengaruhi hadirnya beragam masalah pengelolaan
laut oleh pemerintah setingkat provinsi, misalnya dengan persoalan
akses dan keterjangkauan Pemprov terhadap wilayah perairannya.

Pemerintah Pusat sebagai pihak yang bekerja sama dengan Pemprov
pun juga tidak menunjukkan langkah preventif. Ditemukan kondisi di
mana kasus [UUF di Laut Natuna Utara malah menjadi perangsang
bagi Pemerintah Pusat untuk membuat omnibus law soal ketahanan
laut. Ini menunjukkan penyakit menahun dari pemerintah pusat:
bertindak reaktif, bukan preventif. Padahal jargon Indonesia sebagai
negara maritim sudah lama ditiupkan ke banyak telinga oleh banyak
pihak, seperti media atau pemangku kebijakan. Namun, kesadaran
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akan perlunya sebuah regulasi yang bisa mendorong potensi tersebut  Pengajuan judicial
dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat luas rasanya review ke MK bisa
juga masih sulit untuk ditemukan, dan sangat mungkin tidak akan menjadi opsi jika
muncul, jika kasus Laut Natuna Utara tidak hadir. Polemik Laut Pemkab merasa perlu
Natuna Utara lantas mempertontonkan kegagapan pemerintah untuk turun tangan

dal baca d i l diri dalam mengelola
alam membaca dan mengenali persoalannya sendiri. urusan laut. Di sisi

o o o lain, pengajuan judicial
Selain itu, Pemprov sebagai pihak yang saat ini berwenang review ke MK juga

mengurusi wilayah laut sejauh 12 mil patut bertindak lebih proaktif. dapat diartikan sebagai
Senyatanya, hal tersebut adalah konsekuensi logis yang tidak hanya langkah pendewasaan
harus dipatuhi, namun juga sangat penting untuk diimplementasikan dalam menjalankan
dengan sungguh-sungguh. Langkah yang inovatif dalam mengurusi Pém™er! i"faha" di

laut dari Pemprov Kepri patut ditunggu kehadirannya, jika memang [ndonesia dan

. . S lola hub
evaluasi terhadap pasal pengelolaan laut di UU Otda dinilai tidak ::;ii::m ;i:;ghan

efektif dan reflektif dengan polemik [UUF yang sangat mungkin pusat dan pemerintah
kembali terjadi dalam interval waktu yang berdekatan. daerah.

- Rifqi Rachman -
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Mengamati Sengketa Natuna
antara Indonesia-China dan ASEAN

Beberapa waktu belakangan ini, hubungan diplomatik antara
Indonesia dan China memanas, menyusul pelanggaran wilayah
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia oleh kapal-kapal
China di perairan Natuna Utara (30/12/2019). Saat itu, KRI
Tjiptadi-381 yang sedang berpatroli di perairan Natuna Utara
memergoki sebuah kapal Penjaga Pantai (Coast Guard) China
di wilayah ZEE Indonesia. Kapal Penjaga Pantai China tersebut
sedang mengawal sejumlah kapal ikan China yang melakukan
kegiatan pencurian ikan (illegal, unreported, and unregulated/IUU
fishing) di sana.

Akibat peristiwa ini, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
melayangkan nota protes kepada pemerintah China pada 30
Desember 2019. Namun, pemerintah China melalui juru bicara
Kementerian Luar Negerinya menyatakan pihaknya memiliki
hak atas perairan tersebut berdasarkan konsep Sembilan Garis
Putus (Nine Dash Line). Pemerintah China mengemukakan
alasan historis bahwa perairan tersebut sejak dahulu menjadi
tempat kapal-kapal nelayan China beraktivitas (traditional fishing
ground). Pelanggaran pun tetap dilakukan oleh kapal-kapal China.

Komando Armada | TNI AL melaporkan kehadiran Penjaga
Pantai China di perbatasan ZEE Indonesia di perairan Natuna
Utara, Kamis (2/1/2020), yang mengawal beberapa kapal nelayan
Cina. Pemerintah Indonesia kembali melayangkan protes dengan
menolak klaim China yang menyatakan berhak atas perairan di
wilayah tersebut. Pemerintah Indonesia menyatakan klaim China
tersebut (kompas.com, 8/1).

Bahkan pada Rabu 8 Januari 2019, Presiden Joko Widodo
(Jokowi) mendatangi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan
Riau. Di sana, Jokowi menemui nelayan dan melihat Laut
Natuna dari KRl Usman Harun. Jokowi ingin memastikan ada
penegakan hukum hak berdaulat Indonesia atas sumber daya
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alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (detik.com, 9/1). Sehari
setelah kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna, TNI melaporkan
sudah tidak ada lagi nelayan China yang melakukan illegal fishing
di ZEE Indonesia pasca-kunjungan Presiden Jokowi tersebut.
Hal ini juga menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia
dalam mengatasi sengketa di wilayah perairan Natuna tersebut.

Namun, beberapa hari kemudian kapal asing kembali berulah
masuk ke wilayah tersebut. Tiga kapal perang Republik Indonesia
(KRI), yakni KRI Karel Satsuit Tubun (356), KRI Usman Harun
(USH) 359, dan KRI Jhon Lie 358, kembali mengusir 30 kapal
ikan milik China saat mencari ikan di perairan Natuna. Panglima
Komando Gabungan Wilayah Pertahanan | (Pangkogabwilhan )
Laksdya TNIYudo Morgono mengatakan, pengusiran kapal China
tersebut hasil operasi dilakukan pesawat intai maritim Boeing 737
AL-7301 milik TNI AU, yang melakukan pengawasan di perairan
utara Natuna dan sekitarnya. Yudo mengaku, dalam melakukan
operasi pengusiran tersebut, ketiga KRI berhasil mengusir kapal
ikan asing China yang sedang menebar jaring di perairan utara
Laut Natuna (kompas.com, 13/1).

Situasi tersebut jelas menjadi peringatan bagi Indonesia, terutama
terkait kebijakan perairan maupun hubungan internasional di
kawasan perairan tersebut, termasuk di Natuna.

Sengketa Natuna dan Klaim China di Laut Cina Selatan

Bukan kali ini saja, sengketa soal natuna membuat hubungan
antara Indonesia-China memanas. Pada tahun 2016, konflik
antara pemerintah Indonesia dengan China terjadi lantaran ada
kapal ikan ilegal asal China yang masuk ke Perairan Natuna.
Pemerintah Indonesia berencana untuk menangkap kapal
tersebut. Tetapi, proses penangkapan tidak berjalan mulus,
lantaran ada campur tangan dari kapal Coast Guard China yang
sengaja menabrak KM Kway Fey 10078. Hal itu diduga untuk
mempersulit KP HIU 11 menangkap KM Kway Fey 10078. Susi
Pudjiastuti yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Kelautan
dan Perikanan (MKP), meminta Menteri Luar Negeri, Retno
Marsudi untuk melayangkan nota protes kepada China (kompas.

com, 4/1).

Sengketa Natuna sesungguhnya bukan hanya berkaitan dengan
wilayah laut Indonesia. Sengketa Natuna yang merupakan
bagian dari wilayah perairan Laut Cina Selatan ini juga menyeret
konflik antara China dengan beberapa negara ASEAN, seperti
Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Klaim China terhadap
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perairan Laut Cina Selatan membuat konflik dengan negara-
negara tersebut (katadata.com, 3/1).

Klaim ini disinyalir dilakukan di tahun 2007 seraya China
mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih tegas. China
menyatakan Laut China Selatan sebagai salah satu kepentingan
utama layaknya Tibet dan Taiwan. Situasi menjadi semakin
tegang seraya China semakin tegas menyatakan klaimnya di Laut
Cina Selatan. Hal ini kemudian diikuti oleh perluasan jangkauan
militer China dengan mengadakan latihan militer di wilayah

tersebut (Weissmann, 2014).

Merespon konflik yang berkembang ini, maka negara-negara
ASEAN bersama China mendorong terbentuknya Code of
Conduct atau Kode Etik di Laut Cina Selatan. Kode etik ini
diharapkan dapat meredakan situasi di Laut Cina Selatan,
meskipun hingga saat ini kode etik tersebut belum mencapai kata
final.

Mendorong Soft Diplomacy dalam Penyelesaian Konflik

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa sengketa
Natuna bukan hanya persoalan antara Indonesia dan China.
Sengketa ini juga mengikutsertakan negara-negara lain di
kawasan ASEAN dalam lingkup yang lebih luas yaitu di wilayah
perairan Laut Cina Selatan. Dapat dibayangkan jika konflik ini
direspon dengan pendekatan bersenjata, maka eskalasi konflik ini
akan melebar ke seluruh kawasan Asia Tenggara.

Pendekatan hard power dapat memicu konflik dan perang,
tentunya bukan menjadi pilihan setiap negara, baik China
maupun negara-negara ASEAN. Joseph S. Nye (2008)
menyatakan, sebuah negara dapat saja memperoleh apa yang
diinginkannya di percaturan politik dunia karena beberapa faktor,
Misalnya, kekaguman terhadap nilai-nilai atau aspirasinya dalam
peningkatan prospek kerja sama dan keterbukaan ekonomi.
Hal itulah yang membuat negara lain tertarik untuk mengikuti
langkahnya. Tentu saja hal ini bertentangan jelas dengan hard
power, yang menggunakan cara-cara yang bersifat koersif,
pemaksaan dan penekanan. Oleh karena itu, diharapkan
konflik diselesaikan dengan mengedepankan perdamaian, saling
menghormati dan menjunjung tinggi hukum internasional yang
berlaku.

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di
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kawasan Asia Tenggara dan dunia harus mendorong upaya
penyelesaian konflik dengan mengusung tiga prinsip diatas
melalui soft diplomacy. Menurut Srivastava (2013), soft diplomacy
dilakukan oleh negara yang tampil atraktif di ruang global politik
dengan konsisten berkontribusi positif untuk meletakan pondasi
perdamaian dunia (Yanyan Mochamad Yani & Elnovani Lusiana,

2018).

Salah satu contoh peran Indonesia untuk meredakan konflik
Laut Cina Selatan adalah saat Indonesia pertama kali dilakukan
pada tahun 1990, yaitu dengan jalur diplomasi jalur Il (track I/
diplomacy), untuk dapat mendudukkan para pihak terkait dalam
satu meja. Kala itu, Indonesia menggandeng sponsor dari Kanada
melalui Canadian International Development Agency (CIDA) dan
Universitas British Columbia dengan mengadakan lokakarya
yang disebut the Workshop on Managing Potential Conflict in the
South China Sea. Selanjutnya, Indonesia mengadakan ASEAN
Senior Official Meeting di Surabaya pada 7 hingga tanggal 11 Juni
2011. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat tinggi negara-
negara ASEAN dan negara mitra dialog. Pembahasan utama
pertemuan tersebut adalah mengenai garis acuan Declaration
On the Conduct of Parties (DOC). Selain itu, Indonesia juga aktif
mendoronng perdamaian di Laut Cina Selatan dalam forum-
forum ASEAN maupun internasional lainnya (Raharjo, 2014).

Penutup

Persoalan sengketa Natuna bukan hanya soal wilayah laut
Indonesia, jika kita memandang lebih jauh lagi hal ini kemudian
akan membawa pada persoalan di kawasan Asia Tenggara.
Penyelesaian konflik dengan pendekatan hard power bukan
menjadi pilihan utama setiap negara hari ini. Oleh karena itu,
dibutuhkan penyelesaian secara soft diplomacy.

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara dan
dunia memiliki peluang untuk mendorong penyelesaian konflik
tersebut. Terlebih lagi dalam sejarahnya, Indonesia telah memiliki
peran untuk serta dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan.
Langkah Indonesia seperti yang pernah dilakukan dengan track II
diplomacy, melalui lokakarya maupun forum diplomatis lainnya
harus dilakukan kembali.

Selain mengundang dari unsur Pemerintah, forum-forum tersebut
juga perlu mengundang perwakilan dari unsur Perguruan Tinggi,
Non-Government Organisation, dan Lembaga Think Thank.
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Melalui forum ini, diharapkan muncul kesamaan pandangan dan Persoalan sengketa di

kepercayaan dalam membangun jalan damai di laut Cina Selatan. Natuna bukan hanya
soal wilayah laut

Sejarah Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN dan sebagai [ndonesia. Jika ‘kit‘a
negara demokrasi tersebut dapat menjadi kekuatan Indonesia memandang lebih jauh

o e .. lagi, konflik ini juga
untuk memimpin dan memfasilitasi negosiasi antara negara- et fl Jug

) ) berpengaruh terhada
negara ASEAN dengan China, termasuk untuk menyelesaikan perls’oafm di kawasatf

persoalan Laut Cina Selatan dan Natuna. Asia Tenggara.

- Arfianto Purbolaksono -
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Pemangkasan Eselon,
Sebuah Langkah Maju atau Mundur?

Penyederhanaan birokrasi masih menjadi agenda prioritas Presiden
Joko Widodo (Jokowi) pada masa keduanya. Langkah tersebut salah
satunya dilakukan dengan pemangkasan eselon. Eselon merupakan
jabatan dalam hierarki Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau kini disebut
Aparatur Sipil Negara (ASN). Surat Edaran 393/2019 tentang
Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi menjadi
bukti komitmen pemerintah dalam mempraktikkan pemangkasan
eselon.

Pemangkasan Eselon, Dapat Menjadi Langkah Maju

Pada dasarnya, golongan jabatan di tubuh Kementerian/Lembaga
(K/L) dibedakan menjadi dua, vyaitu jabatan administrasi/
struktural dan jabatan fungsional. Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai
Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
Tahun 2019, jabatan administrasi/struktural adalah sekelompok
jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
Sedangkan jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Terdapat pula dua pembagian lain, yaitu jabatan politik dan jabatan
karir. Jabatan politik adalah kedudukan/ jabatan dalam organisasi
pemerintahan yang diisi oleh siapapun (pegawai negeri sipil/PNS
maupun bukan PNS) melalui proses dipilih, diangkat, diseleksi, dan
dipekerjakan, dalam suatu proses politik atau melibatkan pejabat
politik (ppid.lan.go.id, 2004). Sedangkan, jabatan karir adalah
kedudukan/jabatan dalam organisasi pemerintahan yang diisi oleh
pegawai karir (PNS), yang dicirikan antara lain dengan jenjang
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karir pegawai yang panjang, kekhususan dalam rekrutmen (syarat
administratif dan kompetensi), dan penekanan yang kuat pada
senioritas.

Berbagai jabatan yang ada sangat kental dengan hirarki. Hirarki
tersebut menimbulkan banyak persoalan rumit. Diantaranya
rantai koordinasi yang panjang dalam pengambilan keputusan dan
mekanisme pelayanan publik yang cenderung panjang dan berbelit.
Selain itu, terus maraknya kasus suap dan korupsi yang melilit
sejumlah pejabat.

Bagaimanapun, pemangkasan eselon juga tidak terlepas dari
dikeluarkannya Undang-Undang No.5 tentang Aparatur Sipil
Negara pada tahun 2014 lalu. Undang-Undang (UU) tersebut pada
intinya merupakan strategi dan upaya memperbaiki kinerja ASN
agar lebih efisien dan efektif. Dengan kata lain, jika pemangkasan
eselon dilakukan dengan tepat, maka akan sangat dapat membenahi
mekanisme internal koordinasi sehingga memotong rantai panjang
koordinasi. Pengambilan keputusan pun dapat dilakukan lebih cepat.

Pemangkasan eselon juga harus diiringi penataan ulang mekanisme
kerja atau koordinasi. Hal itu dapat diwujudkan melalui adanya
pembaruan dalam Standar Operasi Prosedur (SOP) pada unit-
unit K/L. Namun, tidak hanya diperbarui, kejelasan isi SOP secara
detail juga harus diprioritaskan sehingga tumpang tindih tugas dan
ambiguitas peran antarunit tidak terjadi.

Dapat Menjadi Sebuah Langkah Mundur, Tanpa Pemetaan
Jabatan yang Tepat

Sejauh ini, pejabat struktural yang terkena pemangkasan akan
dialihkan kepada jabatan fungsional. Oleh karena itu, sebelum
pemangkasan eselon dilakukan, masing-masing K/L perlu membuat
analisis terkait formasi dan jumlah kebutuhan pejabat fungsional. Hal
itu dilakukan melalui pemetaan jabatan. Kepala Biro Humas Badan
Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan menjelaskan,
hingga saat ini ada sekitar 430.000 ASN di level eselon III, IV, dan V
(Tirto.id, 22/10/2019).

Mohammad merinci untuk jumlah eselon | di Indonesia saat ini
terdapat 575 orang atau 0,12 persen. Sedangkan eselon Il ada
19.463 orang atau 4,23 persen. Sehingga total eselon | dan eselon Il
di Indonesia ada sekitar 20.000 atau 4,35 persen. Sedangkan total
eselon [ sampai eselon V sekarang jumlahnya 460.067 orang. la juga
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menjelaskan implikasi penghapusan eselon cukup banyak. Misalnya,
untuk pejabat daerah seperti camat dan lurah yang merupakan
pejabat eselon 1V, tidak bisa dihapus.

Idealnya, pemangkasan eselon perlu memperhatikan urgensi apakah
jabatan eselon tersebut dapat dihapus atau tidak dalam suatu K/L.
Kebutuhan berbagai jabatan fungsional yang dapat dimasuki eselon
IlI, IV dan V juga perlu ditinjau dan dirinci. Hal itu untuk mencegah
tumpang tindih jabatan dan mengantisipasi pula adanya jabatan yang
mengada-ada. Dengan kata lain, jangan sampai pemangkasan eselon
justru menggemukan unit-unit K/L yang jumlah dan kebutuhannya

sudah ideal.

Pada dasarnya, UU No.5 tentang Aparatur Sipil Negara
mensyaratkan bahwa pengelolan ASN harus didasarkan pada
sistem manajemen berbasis kompetensi dan kinerja (sistem merit).
Secara tidak langsung, peraturan ini mengungkapkan bahwa ASN
yang menduduki jabatan tertentu, misalnya analis kebijakan publik,
harus memiliki kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai.
Perlu dipikirkan strategi penempatan jika terjadi ketidaksesuaian
dengan kebutuhan yang ada.

Pentingnya Sosialisasi dan Petunjuk Teknis

Menurut Patricia Heny Dian Anitasari, Analis Kebijakan Madya
Pemerintah Kota Yogyakarta, selama ini jabatan fungsional
memiliki beberapa stigma, yaitu bukan jabatan yang prestisius dan
kedudukannya juga tidak jelas. Hal itu disampaikan dalam Seminar
“Peran Analis Kebijakan untuk meningkatkan Kualitas Kebijakan
di Indonesia” yang berlangsung di Lembaga Administrasi Negara
(LAN) pada 20 Desember 2019. ASN lebih banyak memilih
menduduki jabatan struktural karena mekanisme kenaikan jabatan
atau jenjang karir yang lebih jelas. Dari segi gaji dan tunjangan juga

dinilai lebih baik.

Diperlukan sebuah petunjuk teknis yang jelas atau arahan tertulis
yang dapat menjelaskan berbagai jabatan fungsional termasuk
sosialisasi dan mekanisme pengalihan yang jelas. Hal itu agar eselon
yang akan menempati posisi baru dapat lebih mengantisipasi beban
kerja. Pengembangan karir dan juga pembinaan secara khusus perlu
diberikan perhatian. Agar setiap pejabat fungsional baru dapat
dengan cepat mengerti tugas sehingga tidak mengganggu target
kinerja K/L.
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Pemangkasan eselon dapat menjadi sebuah langkah maju atau
mundur. Kesiapan pemerintah dan ASN yang akan pindah jabatan
menjadisangatsignifikan. Dibutuhkanjugakoordinasiantara Presiden
dan K/L terkait, khususnya dengan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

-Vunny Wijaya -
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Pemangkasan eselon
dapat menjadi sebuah
langkah maju karena
dapat mempercepat
mekanisme birokrasi
yang kental dengan
hirarki. Namun,
dapat menjadi sebuah
langkah mundur tanpa
pemetaan jabatan
yang tepat. Adanya
sosialisasi dan petunjuk
teknis juga diperlukan
untuk menunjang
keberhasilan
pemangkasan eselon.
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Riuh Perbincangan Banijir Jakarta di Media Sosial

Tagar banjir meramaikan perbincangan daring di Twitter pada hari
pertama tahun 2020. Bencana yang tidak hanya dialami orang
Jakarta itu memang terjadi di luar perkiraan. Tidak heran, reaksi
pengguna Twitter terhadap isu banjir begitu tinggi seperti air yang
menerjang sekitar mereka (cnbcindonesia.com, 1/1).

Dalam kondisi tak terduga itu, beragam perbincangan politik turut
muncul mendampingi perbincangan soal banjir Jakarta yang sudah
ramai. Saling tunjuk menyalahkan, menyinggung janji-janji politik,
hingga membandingkan kinerja tokoh publik berkaitan dengan
bencana banjir bersahutan di antara para pengguna Twitter.

Aktifhya masyarakat dalam perbincangan politik memang menjadi
ekses dari hadirnya proses digitalisasi. Masyarakat yang mulanya
adalah penerima pasif (sebagai pendengar) bergeser menjadi lebih
aktif terlibat (sebagai pengguna) berkenaan dengan pengelolaan

informasi (Chen, 2013).

Namun, sejauh apa keterlibatan pengguna aktif Twitter dalam
mewakili realitas isu di masyarakat adalah hal yang lain. Oleh
karenanya, penting untuk mengetahui korespondensi antara
perbincangan politik dalam latar interaksi daring dengan isu yang
memang hadir di tengah-tengah publik. Pada konteks banjir di
Jakarta, Twitter yang memiliki pendistribusian informasi paling
intensif’ (investopedia.com, 1/6/2019) dipilih sebagai fokus bahasan,
dengan penggunanya yang sangat aktif melontarkan cuitan di saat
banjir lalu.

Pengguna Twitter: Antara Partisipasi dan Polarisasi

Efek yang ditimbulkan dari kehadiran medium interaksi daring
pada cara berkomunikasi masyarakat masih menjadi perdebatan
hingga sekarang. Di satu sisi, perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi dipercaya meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam perbincangan politik. Faktor jarak yang tereliminasi oleh fitur
interaksi daring membuat proses mengutarakan pandangan atau
pendapat lebih mudah diwujudkan.
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Namun, muatan dari pandangan atau pendapat satu pengguna
media sosial juga lebih mudah berbenturan dengan pengguna media
sosial lain. Inilah faktor yang berpotensi menimbulkan polarisasi
dalam perbincangan politik daring. Lebih jauh, Sounman Hong dan
Sun Hyoung Kim (2016) dalam tulisannya, menyertakan ruang
gema (echo chamber) sebagai elemen di media sosial yang membuat
informasi menjadi terfragmentasi, mengalami penyesuaian dan
berorientasi pada ceruk tertentu. Dalam pandangan ruang gema,
pengguna media sosial memiliki kecenderungan memilih dan
menyerap informasi yang sesuai dengan apa yang mereka yakini
sebagai kebenaran.

Akhirnya, perilaku partisan sulit untuk dihindarkan, yang selanjutnya
berkontribusi pada polarisasi yang muncul pada perbincangan politik
di Twitter. Walaupun terdapat juga temuan lain yang menyatakan
bahwa polarisasi politik justru berkembang kuat pada kelompok

yang paling minim penggunaan internetnya (Barbera, 2015 dalam
Francescato, 2018).

Hal yang juga patut diperhitungkan adalah soal keselarasan isu yang
ramai diperbincangkan pengguna Twitter dengan realitas yang ada
di tengah masyarakat. Oliver Possega dan Andreas Jungherr (2019)
melakukan pengukuran pada tingkat korespondensi antara isu di
Twitter, media, dan publik, dengan menggunakan varian instrumen
analisa pada masing-masing variabel. Dengan mengambil kasus
pada Pemilihan Umum Federal Jerman di 2013, hasil yang didapat
menunjukkan bahwa isu politik yang ramai diperbincangkan di
Twitter memiliki perbedaan yang kontras dengan opini publik riil
yang ada di masyarakat.

Di sisi lain, faktor-faktor seperti perhatian, kepentingan, dan
motivasi pengguna internet yang politis juga melandasi karakter yang
membentuk lingkungan komunikasi daring dan lantas membuatnya
menjadi bias (Possega & Jungherr, 2019). Kondisi demikian kemudian
membuat suara pengguna di Twitter tidak bisa dianggap sebagai
representasi atas suara masyarakat secara umum, mengingat juga
bahwa isu yang menonjol di dalam platform tersebut mengandung
kebiasan pada derajat tertentu.

Pemanfaatan Media Sosial saat Bencana Banjir Jakarta

Seperti halnya bentuk protes yang bisa bertransformasi dari
penyampaian pendapat secara daring ke aksi massa di jalan
(Francescato, 2018), informasi soal bencana banjir Jakarta dan
penggalangan sumber daya untuk melakukan aksi nyata sangat
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mungkin diawali melalui medium Twitter. Kegunaan tersebut sudah
berlangsung di hari pertama banjir melanda Jakarta dan sekitarnya,
ketika pengguna Twitter secara aktif dan kontinu melaporkan
titik-titik banjir yang informasinya terus mengalir dan menyentuh
pengguna lainnya. Inisiasi aksi kolaboratif berbasiskan kesukarelaan
juga banyak dibentuk baik oleh organisasi profesi, partai politik,
hingga paguyuban alumni institusi pendidikan dalam upaya
menanggulangi dampak banjir.

Seiring dengan lalu lalang informasi tersebut, hadir juga perbincangan
politik dengan narasi yang beragam. Salah satu yang mencolok
adalah topik “Ahok” yang muncul dalam sejumlah cuitan pengguna
Twitter yang membandingkan kinerja mantan Gubernur Jakarta
tersebut dengan Gubernur penjabat, Anies Baswedan (kompas.tv,

.

Tipe perbincangan politik ini menghadirkan perdebatan yang panas,
sebab bencana banjir akhirnya dipolitisasi. Secara sederhana,
politisasi bencana banjir tersebut berbentuk narasi yang saling
berseberangan. Kutub pendukung Gubernur Anies menarasikan
kerja tanggap sang pejabat. Di sisi lain, kutub kontra menyasar
pada kegagalan Gubernur Anies mengantisipasi bencana banjir.
Bahkan, sampai tulisan ini dibuat, bola salju sudah semakin besar
hingga menghadirkan petisi daring yang menyerukan pencopotan
Gubernur Anies dari jabatannya.

Seperti yang dijelaskan di bagian tulisan sebelumnya, partisipasi
pengguna Twitter pada perbincangan politik di satu sisi berpotensi
menghadirkan polarisasi. Hal itu terjawab pada kasus bencana
banjir di Jakarta. Perdebatan yang intens terhadap sosok Gubernur
Anies akhirnya membalik logika urgensi persoalan: bahwasanya
banjir Jakarta memiliki dampak yang siginifikan, utamanya yang
berkaitan dengan aktivitas dan akses masyarakat. Oleh karena itu,
persebaran informasi sebagai upaya preventif dan penanggulangan
penting untuk diprioritaskan.

Belum lagi, merujuk pada Possega dan Jungherr (2019), peluang
rendahnya korespondensi antara isu di Twitter sebagai realitas
virtual, dengan isu publik di masyarakat selalu ada. Artinya, urgensi
seperti pencopotan Gubernur Anies, memosisikan kembali Ahok
pada jabatan Gubernur DKI dan beragam narasi politis lainnya,
belum tentu menjadi urgensi utama masyarakat Jakarta yang
menjadi korban banjir. Pada saat bencana terjadi, informasi soal
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lokasi mana saja yang belum disambangi Basarnas, lokasi mana
yang akhirnya sudah bisa diakses hingga di mana saja donasi bisa
disalurkan, sangat mungkin menjadi top of mind para korban banjir
di Jakarta.

Oleh karena itu, dengan kegentingan bencana yang terjadi, akan
sangatbijak untukmengesampingkan soal siapa yangharusdisalahkan
atau dievaluasi. Besarnya narasi negatif yang ditujukan pada
Gubernur Anies pada gilirannya seperti mendistraksi permasalahan
utama, yaitu bencana banjir, yang harusnya ditanggulangi terlebih
dahulu. Bukan berarti juga bahwa evaluasi kebijakan menjadi
tidak penting untuk dilakukan, mengingat hal tersebut krusial bagi
Pemerintah DKI Jakarta dalam memperbaiki kebijakan di bidang
penanggulangan bencana untuk masa yang akan datang.

Di sisi lain, munculnya sindiran secara halus dari lawan politik
Gubernur Anies kurang lebih bisa menggambarkan bagaimana
isu ini akhirnya ditarik dari akarnya dan bertransformasi menjadi
instrumen penekan dengan memunculkan, misalnya, petisi daring
yang disebutkan di atas.

Penting untuk menggarisbawahi bahwa argumentasi tulisan tidak
mengesampingkan pentingnya kritik pada pejabat publik berkaitan
dengan kebijakan atau kinerjanya. Namun, dalam konteks bencana
dengan skala banjir Jakarta di awal tahun ini, pengutamaan pada
kolaborasi dan intensifikasi persebaran informasi yang penting
menjadi lebih rasional untuk dilakukan dalam rangka menanggulangi
bencana yang ada.

Catatan Penutup

Implikasi yang dibawa dari perkembangan dan kehadiran media
sosial memang tidak bisa dihindari, termasuk ruang interaksi daring
yang menyediakan kesempatan tak terbatas bagi para penggunanya
untuk saling bersentuhan. Namun, polarisasi yang terus muncul dan
bahkan diberdayakan pada saat perbincangan politik berlangsung
di antara pengguna internet memunculkan masalah tersendiri.
Terlebih, elemen distorsi dan biasnya informasi seringkali melekat
bersamanya.

Dalam kasus banjir di Jakarta, penting untuk menyelesaikan
persoalan yang sedang dihadapi di masa bencana. Dengan demikian,
proses penanggulangan banjir tidak terdistorsi apalagi terpolitisasi.
Namun, membanjiri Gubernur Anies dengan kritikan dan evaluasi
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harus tetap dilakukan saat bencana usai, demi memastikan kebijakan Sangat penting

dan kinerjanya ke depan tidak lagi menghasilkan kekecewaan pada memberi kritik

masyarakat Jakarta. pada pejabat publik
berkaitan dengan

kebijakan atau
kinerjanya. Namun,
dalam konteks bencana
banjir sebesar Jakarta,
mengutamakan
kolaborasi dan
intensifikasi pada
persebaran informasi
yang penting lebih
rasional untuk
dilakukan, agar
penanggulangan
bencana bisa
berlangsung secara

efektif-

- Rifqi Rachman -
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luran Naik, Pembenahan Internal BPJS Kesehatan
Perlu Diprioritaskan

Pada tahun pertama hingga kini, memasuki tahun ketujuh, sederet
persoalan menemani perjalanan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan. Pelayanan prima sebagai poin utama
penyelenggaraan BPJS belum sepenuhnya dialami peserta BPJS
Kesehatan. Amburadulnya pelayanan peserta terkait fasilitas yang
diberikan juga banyak terjadi. Banyak peserta belum mendapat
pelayanan sesuai kelasnya. Acapkali peserta juga mencari dan
membayar obat yang seharusnya disediakan fasilitas kesehatan.

Persoalan defisit juga telah membelenggu sejak tahun pertama
penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Kini, kenaikan tarif resmi
diberlakukan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 tentang Jaminan Kesehatan, disebutkan bahwa penyesuaian
besaran iuran ditujukan untuk untuk meningkatkan kualitas dan
kesinambungan program jaminan kesehatan. Harapannya, arus kas
keuangan menjadi lebih baik sehingga defisit tidak terjadi lagi.

Naik Kelas Seharusnya Terjadi, Bukan Turun Kelas

Adanya kenaikan iuran berdampak pada banyaknya peserta yang
turun kelas. BPJS Kesehatan mencatat sebanyak 372.924 peserta
program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memilih turun kelas
akibat kebijakan pemerintah menaikkan iuran (CNN Indonesia,
06/01). Peserta yang dimaksud adalah Peserta Bukan Penerima
Upah (PBPU) alias mandiri.

Melalui kanal resmi Instagram (IG) BPJS Kesehatan (bpjskesehatan_
ri), BPJS Kesehatan memberikan waktu hingga 30 April 2020 untuk
turun kelas sebanyak satu kali. Turun kelas menjadi langkah yang
mau tidak mau dilakukan peserta. Melalui aplikasi Lapor! terdapat
juga peserta yang mempertanyakan bagaimana cara berhenti
sebagai peserta BPJS Kesehatan. Sejumlah peserta jelas terbeban
dengan kenaikan yang ada.
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Hampir tujuh tahun berjalan, seharusnya pelayanan yang diberikan
semakin meningkat. Peserta pun juga diharapkan naik kelas untuk
mendapatkan fasilitas yang lebih nyaman dan lebih baik. Namun,
ketidakmerataan fasilitas kesehatan masih banyak terjadi. Belum
lagi jumlah fasilitas kesehatan yang juga putus kontrak dengan BPJS
Kesehatan. Idealnya, dari tahun ke tahun terdapat peningkatan
fasilitas kesehatan yang signifikan di berbagai daerah.

Tidak Mengulang Kesalahan yang Sama, Beberapa
Rekomendasi

Menaikkan iuran merupakan salah satu strategi mengatasi persoalan
defisit. Namun, belum tentu menjamin BPJS Kesehatan tidak
mengalami defisit kembali.

Pertama, untuk membenahi BPJS Kesehatan harus dimulai dari
internal penyelenggara, yang tidak lain pihak BPJS Kesehatan
itu sendiri. Dalam hal ini, komitmen aktor penyelenggara perlu
dipertanyakan lagi. Jika tidak pelayanan BPJS Kesehatan akan
semakin turun.

PadaUpdateIndonesiaEdisiNovember-Desember2019sebelumnya,
juga telah disinggung bahwa kenaikan drastis BPJS Kesehatan terjadi
karena penyelenggara dan pemangku kepentingan terkait belum
sepenuhnya melaksanakan setiap landasan hukum atau mekanisme
yang dibuat. Tinjauan besaran iuran yang dilakukan dua tahun sekali
melalui perhitungan aktuaria tak kunjung diterapkan. Sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 16l. Berbagai
landasan hukum yang telah dibuat akan percuma, tanpa komitmen
kuat pihak BPJS Kesehatan.

Kedua, skema subsidi bagi peserta kelas Il perlu segera diputuskan.
MenteriKoordinator BidangPembangunanManusiadanKebudayaan
(Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah sudah
mempersiapkan sejumlah skema guna mengantisipasi pelaksanaan
atas keputusan Peraturan Presiden Nomor 75/2019 (Investor.id,
07/20). Diantaranya ialah menyangkut pengalihan kepesertaan
PBPU kelas Ill menjadi peserta Penerima Bantuan luran (PBI).

Ketiga, platform online perlu terus dikembangkan. Dalam hal
administrasi, platform online dapat membantu memecahkan
masalah. Misalnya, membeludaknya antrian dan penyediaan fasilitas
yang lebih merata dan transparan di berbagai fasilitas kesehatan
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mitra BPJS Kesehatan. Citra Jaya, Deputi Direksi Bidang Riset dan Komitmen kuat harus
Pengembangan BPJS Kesehatan menuturkan sejauh ini, layanan dimiliki pihak BPJS
online telah terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan Kese{"’f""' Skema

dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terkait pemeriksaan data Nomor subsidi peserta kelas Il

Induk Kependudukan (NIK) peserta. ‘.’erlu diperjelas. Peta
jalan pengembangan

: , ) sistem online juga
Citra juga menyampaikan bahwa platform online yang ada juga perlu dibuat tinfuk

akan lebih ditargetkan untuk mendorong belanja pelayanan memperbaiki pelayanan
kesehatan yang efektif. Termasuk pengembangan Fraud Detection yang masih bermasalah
System. Hal itu disampaikan dalam The [2th Asia Pacific Future

Trends Forum (FTF) yang dilaksanakan pada 21 November di Aula

Siwabessy, Kementerian Kesehatan. Pada intinya, berbagai upaya

peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan dapat dikembangkan

melalui peningkatan penggunaan sistem online.

Peta jalan pengembangan BPJS Kesehatan secara komprehensif
melalui sistem online juga perlu dibuat secara tepat. Jika melihat
negara lain, pengembangan sistem online, misalnya pada National
Health Insurance (NHI) Taiwan telah menuai keberhasilan. Hal ini
dapat diadaptasi oleh Indonesia.

Shu-Ling Tsai, Wakil Direktur Umum Administrasi NHI Taiwan
dalam FTF tersebut juga mengungkapkan, untuk memberikan
layanan yang lebih baik kepada peserta, setiap peserta bisa
mendapatkan /n-Time notice melalui website. [n-Time notice
tersebut terdiri atas informasi medis, card check, dan inquiry order.
Sistem website/aplikasi yang ada juga terintegrasi dengan upaya
dan sosialisasi program preventif yang dicanangkan Kementerian.

Pembenahan BPJS Kesehatan merupakan pekerjaan besar dan
urgen untuk dilakukan. Kunci pembenahan penyelenggaraan BPJS
Kesehatan hanya dapat terjadi jika terjadi pembenahan internal
pihak BPJS Kesehatan secara tepat dan terus berkelanjutan.

- Vunny Wijaya -
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CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian
kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang
resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis
dan intelektual muda yang dinamis. TIl merupakan lembaga
yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana
utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan,
perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia
untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk
memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan
memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik
lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi
masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung
tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan
partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat
diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-
hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan
masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik
di Indonesia.

TII  juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam
masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup
mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses
demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil
bagian penting dan aktif dalam proses itu.
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Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang
dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan
hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai
visi dan misi Tl antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan
advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group),
diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (Wacana
TII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam bahasa
Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia Report),
serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

Alamat kontak:
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
JI. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

Update Indonesia — Volume XIV, No.1 — Januari 2020 5 O



Program Riset, Survei, dan Evaluasi THE & NDONESIAN INSTITUTE

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai
pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah
satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya
membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan
kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih
lagi semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah
untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan.
Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus
dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Hadirnya kebijakan otonomi daerah yang tertuang pada UU No. 32 Tahun
2004, menuntut adanya proses perencanaan bottom-up yang partisipatif
dalam proses pembangunan. Namun, sejauh ini desentralisasi fiskal masih
menjadi sorotan penting bagi masyarakat, khususnya di daerah. Hal
ini terlihat pada masih tingginya angka ketimpangan, kemiskinan, dan
pengangguran. Dengan demikian, dibutuhkan formula kebijakan yang
tepat sasaran dan efektif.

Tl memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal
dan pembangunan berkelanjutan. Isu desentralisasi fiskal akan fokus pada
pembahasan keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah.
Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada
produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur dan ketimpangan
pembangunan. Pada isu kemiskinan, fokus penelitian TII terletak pada
perlindungan sosial (social protection), kebijakan sumberdaya manusia
dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian Tl ditujukan untuk
membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam
setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan
adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral
dan Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang
akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi
Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan
dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas.
Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan
Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang
akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi
Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan
dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas.
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Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah
Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik
yang kuat.

RISET BIDANG POLITIK

Semenjak dibakukannya UU No 22 Tahun 1999 yang
disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, kekuasaan sudah tidak lagi
terkonsentrasi di pemerintah pusat. Melalui UU tersebut,
pemerintah daerah memiliki ruang otonomi yang luas
untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dengan
adanya otonomi daerah secara luas, dan keharusan untuk
menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance), pemerintah daerah dituntut lebih responsif
terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, riset-riset
kebijakan publik menjadi penting bagi pemerintah daerah dan
segenap jajarannya untuk menganalisa konteks dan isu di
daerah, serta aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan

publik.

Untuk merespon kebutuhan tersebut, riset bidang politik
yang dapat Tl tawarkan antara lain berupa kajian kebijakan
(policy assessment) yang akan ataupun sudah dilakukan.
Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi
aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian
yang TII tawarkan ini berguna untuk mendorong kebijakan
pemerintah memastikan bahwa kebijakan publik sesuai
dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII
juga dapat menawarkan beragam terobosan kebijakan yang
transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya
dan penerapan prinsip-prinsip Open Government pada
umumnya, dalam rangka meningkatkan partisipasi warga
dalam proses kebijakan.

Divisi Riset Bidang Politik TIl menyediakan analisis dan
rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang
strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong
penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat
maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan: (1)
Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3)
Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment
Research, (5) Survei Indikator.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan
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yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen.
Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah,
Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi,
Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-
bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TIlI hadir untuk
memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan,
langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam
mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan,
kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII
adalah (1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative
Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4)
Need Assessment Research, (5) Program Evaluation
Research, dan (5) Survei Indikator.

SURVEI PRA PEMILU DAN
PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh
TIl adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan
yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu
maupun pra-pilkada, yaitu (I) Baik Pemilu maupun Pilkada
adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi,
dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei
merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim
dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi
bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan
berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3)
Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun
Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat
diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan
kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk
melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim
sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi
kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan
pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif
digunakan sebagai vote getter; serta ( 4) mengetahui media
yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU
PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah
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evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan
pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan
di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau
program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah
yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan
menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau
program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan
proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir
memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran
dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama
diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di
akhir periode proyek atau program.
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THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-
masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya,
pertahanan keamanan dan lingkungan. TIl mengadakan diskusi ini sebagai
media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan
para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil
society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang
tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran,
konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan
utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis,
serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum
dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu
peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga
menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian
Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi
yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan
forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan
dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara
berkala TIl memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para
pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para
peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya
di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam
ruang kering tanpa solusi.
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PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan
diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program
penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD
sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif' daerah, serta untuk
mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif;
demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota
DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam
memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik
legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian
pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik
sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun
yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The
Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk
mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang
baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku
kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini
menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi
forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta,
lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa
program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam
rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang
dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk
bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).
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